
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

ABSTRAK 

Nama   : Masjera Pohan 

NIM  : 15103 00030 

Judul          : PERAN PRESIDEN DALAM LEGISLATIF DI INDONESIA 

DITINJAU DARI FIQIH  SIYASAH 

 

 Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran Presiden dalam legislatif 

di Indonesia dalam hukum Tata Negara Indonesia, bagaimana tinjauan fiqih 

siyasah terhadap peran  Presiden dalam  legislatif di Indonesia ditinjau dari fiqih 

siyasah. 

 

 Jenis metode dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan sumber 

bahan hukum, metode pengumpulan data, tekhnik olahan data, dan analisis data. 

Jenis penelitian yang dipakai yaitu pustaka (Library Research), pendekatan 

penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisis data secara deskriftif 

kualitatif. 

 

Hasil penelitian ini adalah Peran presiden dalam legislatif di Indonesia 

menurut teori john Lock yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintah yakni 

kekuasaan eksekutif. Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dibedakan 

antara kekuasaan pemerintahan yang bersifat umum adalah presiden sebagai 

pimpinan tertingi dalam penyelenggaraan administrasi Negara yang meliputi 

lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas. 

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan 

yang memaksa. Hal ini sebagaimana kekuatan pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 

2004. Materi muatan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang sama 

dengan materi muatan undang-undang. 

 Kemudian Hak-hak presiden yang bersifat regulatif atau mengatur hak 

untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang 

sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 Presiden menetapkan 

peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya 

hak Presiden untuk membuat peraturan presiden. Presiden berhak mengajukan 

rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat dan presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama. 

 

Kata Kunci: Dalam Hukum Tata Negara Prinsip kedaulatan rakyat 

yang menjadi latar belakang. 



 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamualaikum Wr.Wb 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

1. Konsonan 

Fonem konsonan  bahasa Arab yang dalam system tulisan arab 

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab 

dan transliterasinya dengan huruf latin. 

HurufA

rab 

NamaHuruf 

Latin 
Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B be ب

 Ta T te ت

 a  ̇ es (dengan titik di atas)̇  ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha(dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Kadan ha خ

 Dal D De د

 al  ̇ zet (dengan titik di atas)̇  ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain .„. Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ..‟.. Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 



 
 

 
 

2. Vocal 

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

a. Vocal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A 

 Kasrah I I 

 ḍommah U U وْ 

 

b. Vocal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan 

huruf. 

Tanda dan 

Huruf 
Nama Gabungan Nama 

.....  fatḥah dan ya Ai a dan i ي 

 fatḥah dan wau Au a dan u ......ْوْ 

 

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

HarkatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama 

ى..َ...... ا..َ..  
fatḥah dan alif 

atau ya 
 ̅ 

a dan garis 

atas 

   Kasrah  dan ya ...ٍ..ى
i dan garis 

di bawah 

و....ُ  
ḍommah dan 

wau 
 ̅ 

u dan garis 

di atas 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah hidup yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat 

fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta marbutah mati yaitu ta marbutah yang mati atau mendapat harkat 

sukun, transliterasinya adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta marbutah ituditransliterasikan dengan ha (h). 

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi 

ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 

sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu: 

 Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata . ال

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh 

huruf qamariah. 

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yangdiikuti 

oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf 



 
 

 
 

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti 

kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang 

diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

6. Hamzah 

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan 

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

7. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim, maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa 

dilakukan dengan duacara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

8. Huruf Capital 

Meskipun dalam sistem kata sandang yang di ikuti huruf tulisan Arab 

huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan 

juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, 

diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri 

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu di lalui oleh kata sandang, maka 



 
 

 
 

yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. 

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

capital tidak dipergunakan. 

9. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan  ilmu tajwid. 

Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

 

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. 

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur 

Pendidikan Agama.
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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik 

yang dipimpin oleh seorang Presiden sehingga Presiden harus menjalankan 

tugas dan kewenangannya sebagai pemerintahan. Kekuasaan Presiden 

Republik Indonesia ada dua jenis, yaitu sebagai Kepala Pemerintahan dan 

sebagai kepala Negara. Didalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar 

1945 sebelum perubahan dijelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia 

memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-undang Dasar. Arti 

kekuasaan pemerintah adalah kekuasaan dibidang eksekutif didalam 

penyelenggaraan Negara.
1
 Sedangkan Kepala Negara adalah kekuasaan 

sama dengan presiden dan yudikatif. 

Pembahasan Rancangan Undang-undang merupakan salah satu 

tahapan yang penting dan menentukan sebelum Rancangan Undang-

undang disahkan menjadi Undang-Undang. Kewenangan untuk membahas 

Rancangan Undang-undang berada ditangan DPR sebagai pemegang 

kekuasaan pembentuk Undang-undang, namun tetap harus mendapatkan 

persetujuaan bersama antara DPR dan Presiden. Dalam pelaksanaannya, 

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan bersama antara DPR 

dan Presiden.
2
  

                                                             
1
 Abu Tamrin dan Nur Habibi Ihya, Hukum Tata Negara, ( Ciputat: Lembaga Penelitian 

UIN    Jakarta, 2010), hlm. 115.  
2 Ahmad Yani, Pembentukan Undang-Undang dan Perda, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 

2011), hlm. 95.   
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Sebelum perubahan Undang-undang Dasar 1945, Presiden bahkan 

merupakan lembaga yang memegang kekuasaan untuk membentuk 

Undang-undang. Sesudah perubahan Undang-undang Dasar 1945, 

Presiden masih pula dilibatkan seperti hak untuk mengajukan Rancangan 

Undang-Undang, pembahasan yang dilakukan secara bersama dengan 

DPR terhadap Rancangan Undang-Undang, dan pengesahan Rancangan 

undang-undang menjadi Undang-Undang yang juga dilakukan oleh 

Presiden. 

Pembahasan yang dilakukan bersama DPR terhadap Rancangan 

Undang-Undang dan pengesahan Rancangan Undang-Undang akan 

melibatkan Presiden. Kekuasaan Presiden Republik Indonesia ada dua 

jenis: sebagai Kepala Pemerintahan dan sebagai Kepala Negara. Di dalam 

Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan 

dijelaskan : Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut 

Undang-undang Dasar. Arti kekuasaan pemerintah adalah kekuasaan di 

bidang eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.
3
 Presiden 

memiliki kekuasaan Pemerintahan Negara. Landasan hukum kekuasaan 

Pemerintahan Negara oleh Presiden Republik Indonesia di era reformasi 

tidak mengalami perubahan karena selama proses perubahan pertama 

Undang-undang Dasar 1945 sampai dengan perubahan keempat MPR RI 

tidak merubah Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.
4
 ,, 

                                                             
  3 Ibid, hlm. 155.  

4 Ibid, hlm. 134. 
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Kekuasaan Presiden setelah adanya perubahan Undang-undang 

Dasar 1945 yakni: pertama kekuasaan penyelenggaraan pemerintah, dalam 

Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sudah jelas jika Presiden 

adalah pemegang kekuasaan Pemerintahan. Presiden dalam menjalankan 

perannya dibantu oleh Wakil Presiden. Pasal 20 Ayat 2 yang berbunyi “ 

Setiap Rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.” Selanjutnya Pasal 

20 Ayat (3) ditentukan bahwa “ jika Rancangan Undang-Undang itu tidak 

mendapat persetujuaan bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak 

boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa 

itu”. 

Teori pembagian kekuasaan, teori John Locke
5
 yang dimaksud 

dengan kekuasaan pemerintah yakni kekuasaan eksekutif. Presiden dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dibedakan antara kekuasaan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah Presiden 

sebagai pimpinan tertinggi dalam penyelenggaraan administrasi Negara 

yang meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas. Kekuasaan 

penyelenggaraan pemerintah yang bersifat khusus adalah penyelenggaraan 

tugas dan wewenang pemerintahan secara konstitusional berada di tangan 

Presiden. Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai kekuasaan di 

bidang peraturan perundang-undangan yang bervariasi, yaitu pertama, 

kekuasaan legislatif artinya Presiden berhak mengajukan rancangan 

                                                             
5 Jimly Asshiddqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Depok: Raja Grafindo Perkasa 

Cet. Ke 5), hlm. 28. 
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undang-undang  kepada DPR; kedua, kekuasaan reglementer, yaitu 

membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang atau 

untuk menjalanka peraturan pemerintah pengganti undang-undang ; dan 

ketiga, kekuasaan eksekutif yang didalamnya mengandung kekuasaan 

pengaturan, yaitu pengaturan dengan keputusan Presiden.
6
   

Dalam Sejarah pemerintahan Islam menjelaskan bahwa kekuasaan 

tertinggi di tangan khalifah. Sebutan Khalifah mempunyai kaitan dalam 

ketatanegaraan islam. Khalifah merupakan penguasa tertinggi mengatur 

segala urusan pemerintahan meliputi seluruh kewenangan dalam 

pemerintahan. Khalifah sebagai kedaulatan tertinggi suatu negara 

mempunyai kewajiban yang di pertanggung jawabkan terhadap 

masyarakat serta Allah SWT. Sehingga khalifah mempunyai peranan 

sangat penting dalam pemerintah Islam. 

Menurut al-Maududi dikenal dengan tiga gelar kepala negara (the 

head of thestate) ialah Imam, Amir dan Khalifah. Dengan urutan yang 

berbeda Muhammad Dhiyah al-Din al-Rais juga menyebutkan tiga gelar 

kebesaran (al-alqab al-tsalah al-qubra) bagi kepala negara Islam ialah 

Imam, Khalifah, dan amir al-Mu‟minin. Sedangkan al-Din al-Nabhani 

mengemukakan enam gelar bagi kepala negara Islam ialah Khalifah, 

Imam, amir al-Mu‟minin, hakim al-Mu‟minim, rais al-Muslimin, dan 

sulthan al-Muslimin.
7
  

                                                             
6
 Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, (Bandung: 

P.T. Alumni, 2010), hlm. 89. 
7 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada fiqih siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik 

Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 266. 
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Seseorang yang melaksanakan fungsi ke khalifaan. Keimanan dan 

keamiran dalam sejarah Islam disebut khalifah. Yang bentuk pluralnya 

khulafa dan khalaf  yang berasal dari kata khalafa merupakan pengganti 

yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa 

persoalan.
8
 

Awal pemerintahan Islam, Khalifah sebagai pimpinan tertinggi 

pemerintahan dalam sistem negara Islam. Khalifah mempunyai kekuasaan 

serta otoritas mencakup urusan agama serta pengaturan dunia dengan 

berlandaskan pada syar‟iat dan ajaran-ajaran Islam. Tugas dan kewajiban 

khalifah atau wakil tidak lain untuk melaksanakan keinginan dan perintah 

pihak yang menjadikannya sebagai khalifah atau  wakilnya dan juga 

firman Allah SWT surat an-Nisa‟ ayat 58: 

 ْ ْ ْْ ْ   ْ  ْ  ْ ْ   ْْ  ْ ْ ْ

   ْْْْ  ْ   ْْْ ْ ْ ْ  ْْْْْْ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat  

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat. 

 

 

 

 

                                                             
8 J. Suyuthi Pulungan, fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja 

Grafindo, 1994), hlm. 49. 
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Tujuan utama diutus Rasul adalah mengembalikan loyalitas suatu 

kaum kepada Allah. Hal ini hanya terwujud dengan menundukkan 

makhluk kepada perintah atau menundukkan bumi (termasuk di dalamnya 

manusia dan benda-benda) kepada wahyu, ia adalah syariat yang memberi 

perintah dan larangan dalam urusan-urusan masyarakat.
9
 Dari Nabi Adam 

sampai Rasul-Rasul selanjutnya diutus Allah ke muka bumi dengan 

perjuangannya untuk mengajak ummat manusia kepada kebenaran sesuai 

dengan yang dikehendaki Allah swt, hingga pada akhirnya Allah 

melengkapkannya dengan agama yang terbaik yaitu agama Islam melalui 

lisan Rasul yang paling mulia yaitu Nabi Mauhammad saw.  Wahyu Allah 

swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad telah berhenti dengan 

wafatnya Nabi Muhammad saw, namun masalah dalam kehidupan 

manusia semakin bertambah dan semakin rumit, sehingga ada 

kemungkinan masalah yang dihadapi manusia tersebut tidak untuk 

menentukan hukum terhadap masalah yang dihadapinya tersebut. 

Kebebasan yang diberikan oleh Allah pernah terjadi pada masa Rasullullah 

dan tidak ada hukumnya, karena belum secara jelas dan rinci diatur dalam 

nash Al-Qur‟an dan Sunnah. Apabila manusia menemukan masalah-

masalah yang belum secara jelas terdapat hukumnya dalam nash Alquran 

dan Sunna. maka manusia diberi kebebasan oleh Allah swt untuk 

menggunakan akal fikirannya (Ijtihad) dalam memecahkan masalah 

tersebut. Artinya, manusia mempunyai kebebasan tersebut tetap harus 

memperhatikan petunjuk, pedoman dan prinsip-prinsip umum yang 

terdapat dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi, karena itu merupakan sumber 

hukum Islam yang utama. 
10

 

Dasar hukum dari Ijtihad diantaranya adalah dalam Al-Qur‟an 

Surat An-Nisak ayat 105, yang artinya: “Sesungguhnya kami telah 

menurunkan kepadamu AlKitab dengan benar, agar kamu menetapkan di 

anataranya manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah 

kepadamu.” Ayat ini menunjukkan ketetapan Ijtihad dengan jalan Qiyas 

menurut Wahbah AzZuhaily
11

  Dasar Hukum yang lain terdapat dalam 

Hadis Nabi ketika Nabi mengutus Muaz Bin jabbal menjadi hakim di 

Yaman dengan pertanyaan Nabi yang artinya “Bagiamana Muaz 

menetapkan hukum apabila dihadapkan kepada muaz suatu masalah, maka 

                                                             
9  Abdul Hayyie al-Kattani, Premikiran Politik dalam AlQuran (Terjemahan dari At-

Tiijaani Abdul-Qaadir Haamid, Judul Asli Ushulul-Fikris-Siyaasi fil-Qur‟aanil-Makki), Gema 

Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 68 
10

 2 Suparman Usman, Hukum islam Asas-asas dan Pengantar Studi hukum islam dalam 

Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 51 
11 Wahbah Zuhaili, dalam Asy-syathiby (Kitab Asy Al Muwafaqat fi Syar‟iah III/168, 

IV/167), Ar-Rahmaniyah, Mesir, Tt,  
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muaz menjawab dengan Al-Qur‟an, lalu Rasul kembali bertanya Jika tidak 

ditemukan, maka muaz menjawab dengan Sunnah Rasullullah, kemudian 

Nabi bertanya lagi jika juga tidak ditemukan, maka muaz menjawab muaz 

akan berijtihad dengan pemikirannya...”. (HR Abu daud dan at-Tirmizi).. 

Dari Ayat dan Hadis tersebut dapat dilihat bahwa Islam membolehkan 

adanya Ijtihad dan sudah seharusnya orang yang diberi pemahaman oleh 

Allah untuk berusaha dengan sungguh menemukan hukum terhadap 

masalah yang ada yang belum diatur secara rinci dalam kedua sumber 

hukum tersebut pernah terjadi pada masa Rasullullah dan tidak ada 

hukumnya, karena belum secara jelas dan rinci diatur dalam nash Al-

Qur‟an dan Sunnah. Apabila manusia menemukan masalah-masalah yang 

belum secara jelas terdapat hukumnya dalam nash Alquran dan Sunnah, 

maka manusia diberi kebebasan oleh Allah swt untuk menggunakan akal 

fikirannya (Ijtihad) dalam memecahkan masalah tersebut.Artinya,manusia 

mempunyai kebebasan untuk menentukan hukum terhadap masalah yang 

dihadapinya tersebut. Kebebasan yang diberikan oleh Allah tersebut tetap 

harus memperhatikan petunjuk, pedoman dan prinsip-prinsip umum yang 

terdapat dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi, karena itu merupakan sumber 

hukum Islam yang utama.  

Dengan demikian khalifah mempunyai kewenangan dan kekuasaan 

untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum tidak diatur secara jelas dalam 

Al-Qur‟an dan al-Hadis, namun hak untuk membuat suatu peraturan 

perundang-undangan hanyalah milik Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga 

khalifah mengeluarkan suatu aturan hukum  atau qanun atau undang-undang 

yang tidak diatur secara jelas oleh al-Qur‟an dan Hadis. Karena aturan hukum 

Allah SWT tidak membedakan antara pemilik kekuasaan dan individu-

individu warga negara. 

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa fiqih siyasah 

mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat 

Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-

kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim 
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khususnya,  warga negara lain umunya pemerintah jelas memerlukan fiqih 

siyasah. 

Dalam Hukum Tata Negara Prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi 

latar belakang terciptanya struktur  mekanisme kelembagaan Negara dan 

Pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya 

sistem Demokrasi. Dari segi kelembagaan kedaulatan rakyat itu biasanya 

diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian 

kekuasaan. Sedangkan dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya 

struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah 

berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan Al-Qur‟an dan Hadis Nabi 

Muhammad SAW. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam 

semesta ada pada Allah karna iya telah menciptakannya.  Prinsip kedua 

adalah bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur‟an dan al-

Hadis Nabi, sedangkan hadis merupakan penjelasan tentang Al-Qur‟an.
12

 

Oleh karena itu, penulis  tertarik meneliti permasalahan tersebut 

dengan judul: ”PERAN LEGISLATIF PRESIDEN DI INDONESIA 

DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis mengambil 

rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana peran legislative Presiden di Indonesia? 

2. Bagaimana peran presiden di Indonesia Ditinjau Dari  fiqih siyasah? 

                                                             
12 Hakim Javid Iqbal, Masalah-masalah teori politik islam, cet 111, (Bandung: Mizan, 

1996), hlm. 57. 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui peran presiden dalam legislatif di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui peran presiden dalam legislatif di Indonesia  

ditinjau dari fiqih siyasah. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini  sebagai berikut: 

1. Memberikan  bagi pembaca khususnya penulis untuk mengetahui 

peran presiden dalam legislatif di Indonesia di tinjau dari fiqih 

siyasah. 

2. Untuk bahan perbandingan bagi penulis lain. 

3. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan 

Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara pada IAIN 

Padangsidimpuan. 

E. Batasan Istilah 

 Presiden adalah Kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan 

pada negara yang menganut republik. Untuk Indonesia Presiden dipilih 

secara langsung oleh rakyat.
13

 

1. Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang 

pemimpin yang terutama dalam terjasdinya hal atau peristiwa.
14

 

                                                             
13 Akbar Kaelola, Kamus Politik: kontraporer, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 269. 
14 Kamus lengkap bahasa Indonesia, hlm. 253. 
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2. Legislatif adalah lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi sebagai 

badan pembuat undang-undang dan bertugas mengawasi 

pemerintahan.
15

 

3. Indonesia  adalah suatu negara yang sistem pemerintahannya yaitu 

sistem presidensial dimana dalam menjalankan roda pemerintahannya 

ini menggunakan sistem pemilihan presiden untuk mendapatkan 

kepala negaranya yang dipilih  oleh rakyat. 

4. Ditinjau adalah adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 

pengumpulan data, pengelolahan, analisis dan penyajian data yang 

dilakukan secara sistematis dan objek untuk memecahkan suatu 

persoalan. 

5. Fiqih Siyasah adalah adalah salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 

bernegara demi mancapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri 

F. KAJIAN TERDAHULU 

1. Agnenes Fitryantica skripsi yang berjudul “ Efektifitas Kewenangan 

Presiden dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Menurut 

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. 

Membahas tentang Kewenangan presiden dalam merancang Undang-

Undang bersama dengan DPR Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tetap terbukti efektif, sekalipun 

kenyataannya presiden tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut. 

                                                             
15 Ibid,. hlm.170. 
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Sebab kendatipun Presiden tidak hadir, Presiden diwakili oleh Mentri-

Mentri terkait yang mengerti mengenai muatan Rancangan Undang-

Undang yang dibahas bersama DPR. 

2. Rahayu Prasetyaningsih Artikel yang berjudul “ Menakar Kekuasaan 

Presiden dalam Pembentukan Perundang-undangan Menurut Undang-

Undang Dasar 1945” yang meneliti terfokus mengenai Kekuasan 

Presisen dalam Pembentukan Undang-Undang. 

3. Dimas Nurkholbi skripsi yang berjudul “Analisis Fiqih Siyasah 

Dusturiyah terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan Di Indonesia. Membahas tentang analisis fiqih siyasah 

dusturiyah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia 

sudah mewujudkan nilai-nilai Islam dalam  pembentukan peraturan 

perundang-undangan, yang mana dimulai dari perencanaan, persiapan, 

teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan sampai 

penyebarluasan.  

G. Metode penelitian 

Metode disini  diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang 

dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri 

diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan 

untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip debgab sabar, hati-hati 
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dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.
16

 Untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang baik, diperlukan metode yang baik dan dapat dipercaya. 

Dalam hal ini metode penelitian yang dimaksud adalah sebagai 

citra yang dipakai untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, serta cara 

mengelolah data-data tersebut sehingga menjadi kesimpulan yang dapat 

diuraikan dalam analisis data. Untuk mencapai hasil memuaskan ilmiah 

dan sistimatik, maka kerangka metedologi yang digunakan sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian yang 

digunakan adalah penelitian pustaka ( library research). Penelitian 

pustaka adalah suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data dan 

informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat 

diruang perpustakaan.
17

 Jadi dapat dpahami bahwa peneliti pustaka 

adalah suatu penelitian yang menjadikan bahan pustaka menjadi sebagai 

sumber data utama. Sebagai konsekuensi pemilihan topic permasalahan 

hukum, maka penelitian ini merupakan yuridis normative yaitu 

penelitian hukum yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang 

bersifat normative, lebih banyak bersumber pada pengumpulan data 

kepustakaan.
18

 Dengan digunkannya penelitian pustak-yuridis normatif 

maka diharapkan data yang didapatkan lebih lengkap, lebih mendalam, 

                                                             
16  Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Bumi Aksara. Jakarta, 

2009). Hlm. 24 
17 Ibid, hlm. 28  
18 Johan Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bayu Media, 

Surabaya, 2005). Hlm. 145-146  
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dan lebih bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam 

hal mengenai Peran Presiden Dalam Legislatif Di Indonesia Di Tinjau 

Dari Fiqih Siyasah. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekata penelitian ini penulis menggunaka pendekatan kualitatif. 

Pendekan kualitatif adalah penelitian yang tadak menggunkan 

perhitungan.
19

 Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu 

proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah 

penyelidikan akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data 

tambahannya.
20

 Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-

kata tertulis. Dalam hal ini penulis ingin menganalisis peran presiden 

dalam legislatif Di Indonesia Di Tinjau Dari Fikih Siyasah.  

3. Sumber Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah:
21

 

a. Sumber Bahan Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang 

terdiri dari kesatuan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan di tulis dalam skripsi. 

b. Sumber Bahan Sekunder 

 

                                                             
19 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, ( Remaja Rosda Karya, Bandung. 

1999), hlm. 2. 
20

 Afifuddin Dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Pustaka Setia, 

Bandung, 2012), hlm 129. 
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Universitas Indonesia, Jakarta, 

1984). Hlm 52 
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Bahan hukum sekunder yaitu bahn yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, undang-

undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum. Bahan 

hukum sekunder ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer 

berupa buku literature, hasil penelitian para pakar hukum dan jurnal 

hukum untuk memperluas wawasan penulis dalam penulisan skripsi 

ini. 

c. Sumber Bahan Tersier 

Sumber bahan tersier adalah bahan-bahan yang memberikan 

informasi terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamu-kamus 

istilah dalaam fiqih, kamus bahasa Arab dan kamus bahasa 

Indonesia. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Di dalam suatu penelitian, data merupakan informasi yang sangat 

dibutuhkan.  Dengan data itulah peneliti bermaksud untuk 

mengadakan analisa dari buku-buku yang bersangkutan serta 

menarik kesimpulan hasil penelitian. Penulis mengumpulkan data 

dengan sumber data (library research)  yaitu dengan jalan 

melakukan kajian pustaka dengan perpustakaan. Metode yang 

digunakan adlah dengan metode dokumentasi yaitu cara 

pengumpulan data dengan melihatnya dalam dokumen-dokumen 

yang telah ada. Metode dokumtasi ini penulis harus mencari data-
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data yang berupa informasi, berkas-berkas yang mendukukng 

pembahasan.
22

 

5. Teknik  Pengolahan Data 

 Tteknik olah data ada dua tahap yang penulis lakukan dalam metode 

pengolahan data ini, yaitu tahap pertama mengidentifikasikan suatu 

data kemudian dikorelasikan dengan buku referensi, setelah data 

terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis isi (Conten 

analysis), yaitu dengan mengkategorikan teori-teori dan data suatu 

informasi yang di dapat dari rujukan-rujukan terlebih dahulu, 

kemudian akan dipili dengan sistematis, digeneralisasikan dan 

kemudian di tarik sebuah benang merah yang dapat merumuskan 

semua itu secara luas.
23

 

6. Analisis Data 

Data yang diperoleh akan diolah dan di analisis secara deskriptif 

kualitatif, artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam metode 

disini  diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam 

proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai 

upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk 

memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip debgab sabar, hati-hati 

dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.
24

 Untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang baik, diperlukan metode yang baik dan dapat 

                                                             
22  Sudrisno Hadi, Metodelogi research. Andi offset (Yogyakarta. 1978). Hlm 3 
23

  Noeng Muhajjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996), hlm 

49 
24  Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Bumi Aksara. Jakarta, 

2009). Hlm. 24 
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dipercaya. Dalam hal ini metode penelitian yang dimaksud adalah 

sebagai citra yang dipakai untuk memperoleh data-data yang 

dibutuhkan, serta cara mengelolah data-data tersebut sehingga 

menjadi kesimpulan yang dapat diuraikan dalam analisis data. Untuk 

mencapai hasil memuaskan ilmiah dan sistimatik.  

H. Sistematika Pembahasan 

Penelitian tentang “Peran Presiden Dalam legislatif di Indonesia 

Ditinjau Dari Fiqih Siyasah” ini disusun secara sistematis dan terdiri dari 

beberapa bab, yaitu:  

BAB I Pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari 

penelitian dan menegaskan permasalahan tersebut memang layak untuk 

diteliti. BAB ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

kegunaan penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, metode 

penelitian,sistematika pembahasan. 

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang 

landasan teori berupa penjelasan tentang peran presiden, tentang peran 

presiden dalam legislative di Indonesia. 

BAB III merupakan penjelasan tentang makna fiqih siyasah, tentang 

peran presiden ditinjau dari fiqih siyasah. 

BAB IV merupakan hasil penelitian. Dalam bab ini berisikan tentang 

bagaimana peran presiden dalam legislative di Indonesia dan bagaimana 

peran presiden dalam legislative di Indonesia ditinjau dari fiqih siyasah. 
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BAB V peneutup, merupakan akhir dari seluruh penelitian yang 

yang isinya berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



 
 

18 
 

BAB II 

PRESIDEN DI INDONESIA 

A. Kewenangan Presiden dalam legislatif di Indonesia  

 Presiden adalah Kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan 

pada negara yang menganut republik. Untuk Indonesia Presiden dipilih 

secara langsung oleh rakyat.
25

 Kedudukan presiden sebagai Kepala Negara 

Tugas dan tanggung jawab Presiden  sebagai kepala Negara meliputi hal-

hal yang seremonial dan kenegaraan.
26

 Presiden Republik Indonesia dalam 

menjalankan tugas sebagai Kepala Negara dibantu oleh satu orang Wakil 

Presiden (Wapres) dan dibantu oleh Mentri-Mentri yang masing-masing 

Mentri mengepalai bidang-bidang tertentu. Fungsi Presiden sebagai kepala 

negara dapat dilihat dari penjelasan Pasal 10 sampai 15 Undang-Undang 

Dasar tahun 1945. Presiden memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk 

hal-hal dibawah ini, yaitu:
27

  

1. Presiden Memegang Kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat,dan 

angkatan laut. Pasal 10.   

2. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat 

perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain. Pasal 11 Ayat (1). 

3. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 

pertimbangan DPR. Pasal 14 Ayat (2). 

                                                             
25

 Akbar Kaelola, Kamus Politik: kontraporer, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 269. 
26Titik Triwulan Tutik, Konstruksi hukum tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 

Undang-Undang Dasar tahun 1945 , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),hlm. 203. 
27  Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hlm. 64.  
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4. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas 

memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden,yang 

selanjutnya diatur dalam Undang-Undang. Pasal 16. 

5. Presiden mengangkat dan memberhentikan mentri-mentri. Pasal 17 

Ayat (2). 

 Wewenang dan Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan 

sebagai penyelenggara tugas legislatif. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang 

Dasar tahun 1945 menyatakan : “Presiden RI memegang kekuasaan 

pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar”. Kekuasaan Presiden 

dalam bidang legislative ialah kewenangan  Presiden dalam peraturan 

perundang-undangan berada dalam kekuasaan pemerintah yang artinya. 

Kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang  Kekuasaan Presiden tidak 

hanya berwenang untuk membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang, 

tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengajukan Rancangan Undang-

Undang kepda DPR. 

Menurut pendapat Montesquieu yang dikutip  oleh Sumali
28

. 

Prinsipnya kekuasaan legislatif yang diharapkan sebagai satu-satunya 

badan yang membuat peraturan perundang-undangan.  

 Namun dalam dalam praktiknya terbatas pada Undang-Undang 

saja, untuk peraturan perundang-undangan di luar Undang-undang dan 

UUD cenderung melekat pada kekuasaan eksekutif. Kewenangasn 

eksekutif untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan di luar 

                                                             
28Sumali, “Reduksi kekuasaan eksekutif dibidang peraturan pengganti undang-undang 

(Perppu)” ( Malang: UMM Press, 2002) hlm.71.  
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Ungang-Undang dan UUD masih dalam koridor yang ditentukan dalam 

Undang-Undang dan UUD. 

 Kekuasaan Presiden dalam bidang Legislatif yaitu: 

a. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR. 

Pasal 5 Ayat (1)  

b. Jika usul, Rancangan Undang-Undang (oleh anggota DPR), meskipun 

disetuji DPR, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak 

boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Pasal 21 Ayat (2) 

c. Dalam hal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan 

peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Pasal 22 Ayat (1)  

Presiden merupakan  produsen hukum terbesar ,karena presiden 

paling mengetahui banyak dan memilih akses terluas, terbesar memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan hukum. Presiden 

paling mengerti mengapa, untuk siapa, berapa, kapan, dimana, dan 

bagaimana peraturan tersebut dibuat. Presiden mempunyai keahlian serta 

tenaga ahli paling banyak memungkinkan proses pembuatan peraturan.
29

 

Presiden mempunyai kekuasaan dibidang peraturan perundang-

undangan yang bervariasi, yaitu kekuasaan legislatif artinya Presiden 

mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, kekuasaan 

reglementer yang membentuk peraturan pemerintah untuk menjalakan 

undang-undang atau menjalankan peraturan pemerintah pengganti undang-

                                                             
29 Jazim Hamidi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, (Bandung: PT Alumni, 

2010), hlm. 53. 
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undang, dan terakhir kekuasaan eksekutif yang didalamnya mengandung 

kekuasaan pengaturan dengan keputusan presiden.
30

 

Praktiknya kekuasaan pemerintah Negara yang dipegang oleh 

kepala Negara kepala pemerintahan ditambahkannya adanya kekuasaan 

untuk mengatur. Kerena delegasi kewenangan mengalir dari kewenangan 

lembaga legislatif berdasarkan Ungang-Undang Dasar. 

Fungsi pengaturan terlihat dalam pembentukan undang-undang 

dengan persetujuan DPR sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UUD 1945, 

pembentukan Peraturan Pemerintah berdasarkan pasal 5 ayat (2) UUD 

Tahun 1945, pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perppu) berdasarkan pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang 

merupakan peraturan perundang-undangan yang disebut secara langsung 

oleh UUD Tahun 1945.
31

 

Kewenagan Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang (Perppu) didasarkan atas ketentuaan Pasal 22 

Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang menentukan Pasal 22 Ayat (1).
32

 “ 

Dalam hal yang kegentingan yang memaksa, Presdien berhak menetapkan 

peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. 

                                                             
30 Sumali Reduksi kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang 

(PERPPU), hlm. 73.  
31 Mariah Farida Indri Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Jilid 1, ( Jakarta : Kanisius, 

1998), hlm. 117. 
32  Pasal 22 UUD RI Tahun 1945  
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Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh Abdul 

Ghoffar
33

 jika pada waktu DPR tidak dalam masa sidang, sementara 

Presiden perlu diadakan suatu peraturan yang seharusnya adalah Undang-

Undang. Miasalnya peraturan tersebut perubahan dari suatu undang-

undang atau materinya memuat ancaman hukuman pidana sehingga harus 

dibuat dalam bentuk Undang-Undang. Maka Presiden mempunyai 

kewenangan untuk mengeluarkan Perppu. 

Menurut pendapat  Bagir Manan, kewenangan Presiden 

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) 

adalah kewenangan luar biasa di bidang perundang-undangan. Sedangkan 

kewenangan ikut membentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan 

Peraturan Presiden, merupakan kewenagan bisa pemaparan pendapat ahli 

dan pasal diatas memberikan penjelasan bahwa, Presiden perlu 

mengeluarkan suatu peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-

undang agar keselamatan Negara dapat dijamin oleh pemerintah
34

 

B. Hak Presiden  dalam  Legislatif di Indonesia 

Hak Presiden dalam legislatif di Indonesia menurut Teori 

pembagian kekuasaan, teori John Locke
35

 yang dimaksud dengan 

kekuasaan pemerintah yakni kekuasaan eksekutif. Presiden dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dibedakan antara kekuasaan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah Presiden 

                                                             
33 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 

Tahun 1945 Dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta: Prenada Media, 2009) hlm. 101.  
34 Ibid, hlm. 101-102. 

       35 Jimly Asshiddqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Depok: Raja Grafindo Perkasa 

Cet. Ke 5), hlm. 28. 
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sebagai pimpinan tertinggi dalam penyelenggaraan administrasi Negara 

yang meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas. Kekuasaan 

penyelenggaraan pemerintah yang bersifat khusus adalah penyelenggaraan 

tugas dan wewenang pemerintahan secara konstitusional berada di tangan 

Presiden. Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai kekuasaan di 

bidang peraturan perundang-undangan yang bervariasi, yaitu pertama, 

kekuasaan legislative artinya Presiden berhak mengajukan rancangan 

undang-undang kepada DPR; kedua, kekuasaan reglementer, yaitu 

membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang atau 

untuk menjalanka peraturan pemerintah pengganti undang-undang ; dan 

ketiga, kekuasaan eksekutif yang didalamnya mengandung kekuasaan 

pengaturan, yaitu pengaturan dengan keputusan Presiden.
36

  Hak-hak 

Presiden dalam bidang Legislatif yaitu:
37

 

a. Hak Presiden Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) 

 Kekuasaan legislatif dalam konsep trias politica adalah  kekuasaan 

untuk membentuk undang-undang. Apabila direfleksikan lembaga 

Negara yang berfungsi sebagai pemegang kekuasaan legislatif menurut 

UUD 1945 adalah DPR yang berbunyi, “DPR memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang”. Pada kenyataannya, kekuasaan legislatif 

bukan dikuasai oleh DPR saja, tetapi Presiden juga berhak ikut andil di 

dalamnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945. 

Sejatinya, keikutsertaan Presiden dalam bidang legislatif adalah sebagai 

                                                             
    36 Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, (Bandung: P.T. 

Alumni, 2010), hlm. 89. 
37 Ibid,.hlm. 90. 
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perwujudan mekanisme chek and balances antara Presiden dan DPR. 

Sehingga arogansin DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dapat 

dimininalisir, meskipun pada akhirnya undang-undang yang telah 

disetujui bersama tersebut tetap diundangkan jika Presiden tidak 

mengesahkannya.  

  Implementasi hak-hak Presiden di bidang legislatif dapat dilihat 

melalui produk hukum yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan 

bersama Presiden seperti UU No. 12 Tahun 2008 sebagai perubahan 

kedua atas, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 

disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan 

oleh Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta pada tanggal 28 April 

2008. 

b. Hak Presiden Untuk menetapkan peraturan pemerintahan pengganti 

Undang-Undang (Perpu). 

 Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan 

perundang-undangan yang diterapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal 

kegentingan yang memaksa. Hal ini sebagaimana ketentuaan Pasal 1 

angka 4 UU No. 10 Tahun 2004. Materi muatan Peraturan pemerintah 

Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-

undang. Dalam hal ikhwal yang memaksa atau negara dalam keadaan 

darurat, Pemerintah berhak menetapkan Perpu sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: dalam hal 
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ikhwal kegentingann yang memaksa, Presiden berhak menetapkan 

peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. 

  Untuk mewujudkan mekanisme chek and balances antara Presiden 

dan DPR, ada kriteria normative yang harus dipenuhi dalam 

menetapkan perpu sebagaimana dalam pasal 22 Ayat (2) UUD 1945 

yang intinya bahwa Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam 

persidangan yang berikutnya. Dan apabila Dewan Perwakilan Rakyat 

tidak menyetujui, Perpu tersebut harus dicabut. Pasal ini bertujuaan 

untuk mengantisipasi agar pemerintahan tetap dianggap kredibel. 

c. Hak Presiden untuk Menetapkan Peraturan Pemerintah  

  Hak-hak Presiden yang bersifat regulatif atau mengatur adalah hak 

untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-

undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945: 

  Presiden menetapakan peraturan pemerintah untuk menjalankan 

undang-undang sebagaimana mestinya.” Hak Presiden untuk membuat 

Peraturan  Presiden.  

  Hak Presiden yang bersifat mengatur secara normative tercantum 

dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 10 Tahun 2004 yang menegaskan 

bahwa:“Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan 

yang dibuat oleh Presiden.” 
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C. Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang (Legislatif 

Power) 

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945: “ presiden berhak mengajukan 

rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”Pasal Ayat 

ayat (2) UUD 1945: “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan 

bersama.” Ketentuan Pasal 20 ayat  (20) menyebutkan secara tegas ‟ 

Presiden‟ sebagai pejabat ataupun lingkungan jabatan yang membahas 

bersama dan menyetujui bersama DPR suatu rancangan undang-undang 

(RUU), ketentuan tersebut mendapat kritik dari kalangan akademis yang 

mengatakan bahwa dalam praktik pembahasan suatu RUU tidak pernah 

presiden yang langsung hadir dalam rapat pembahasan dan memang akan 

sulit bila presiden (dalam arti pejabat) secara pribadi yang harus hadir 

dalam rapat-rapat pembahasan RUU di DPR mengingat pekerjaan yang 

akan menyita waktu yang sangat banyak, padahal tugas utama presdien 

justru melaksanakan UU dan tugas pemerintahan lainnya justru lebih 

banyak lagi. 

Presiden mempunyai mentri-mentri yang bertugas membantu 

dalam berbagai urusan pemerintahan.
38

 sehingga lebih efektif justru 

presiden diwakili mentrinya atau pejabat di lingkungan kementriannya 

untuk pembahsan suatu RUU. Sehingga muncul saran bahwa seharusnya 

pasal 20 ayat (2) lebih tepat dengan menyebut istilah pemerintah bukan 

                                                             
38 Pasal 17 ayat (1) dan (3 ) UUD 1945 
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presiden karena mentri dilekatkan sebagai bagian dari pemerintahan.
39

 

Pasal ayat 20 ayat (5) UUD 1945: “Dalam rancangan Ungang-undang 

yang yang telah disetuji bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden 

dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut 

sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.”  

Proses Pembentukan suatu UU setidaknya meliputi kegiatan 

pengusulan suatu RUU, pembahasan, persetujuan, dan pengesahan sebuah 

RUU baik itu yang diusulkan oleh DPR maupun oleh presiden harus 

dibahas bersama DPR dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan 

bersama. Dalam proses persetujuan tentunya ada pilihan untuk setuju atau 

tidak setuju, sehingga melekat hak presiden untuk tidak memberikan 

persetujuan atas suatu RUU yang diajukan oleh DPR. Dalam proses 

pembahasan suatu RUU, kedudukan DPR dengan presiden adalah sejajar 

yang memungkinkan salah satu pihak tidak memberikan persetujuannya 

atas RUU yang diajukan, walaupun dalam praktik pembahasan yang 

dilakukan bersama sampai dicapai kesepakatan mengenai isi RUU.  

Apabila dalam 30 hari setelah suatu RUU disetujui bersama tetapi  

presiden tidak juga melakukan pengesahan suatu RUU atau dengan 

perkataan lain melekat hak presiden untuk tidak mengesahkan suatu UU, 

walaupun RUU itu tetap sah menjadi undang-undang seperti halnya 

undang-undang lainnya yang disahkan oleh presiden dan harus 

diundangkan oleh mentri, walaupun logikanya bahwa suatu yang sudah 

                                                             
39 Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 “Setiap Mentri membidangi urusan tertentu dalam 

pemrentahan”. 
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disetujui bersama tidak selayaknya untuk tidak disahkan oleh presiden. 

Pasal pengajuan RUU anggaran pembelanjaan dan belanja Negara (APBN) 

ini tentunya disertai dengan kewenangan presiden untuk menyusun RUU 

APBN.
40

 

D. Fungsi Peran Presiden Dalam Negara 

Fungsi peran Presiden sebagai kepala Negara dan kepala Presiden. 

Berikut akan di jelaskan tentang bagaimana relasi antara Presiden dengan 

menteri-menteri. Sebagaimana ciri khas dari sistem presidensial dimana 

eksekutif dan legislatif terpisah serta memiliki basis legitimasi suara 

politik yang berbeda, akhirnya Presiden memiliki kewenangan penuh 

dalam penyusunan format kabinet yang ditugaskan untuk mensukseskan 

program-program yang diusung presiden terpilih dalam UUD 1945, 

terutama Bab V tentang kementerian Negara Pasal 17 dinyatakan: presiden 

dibantu oleh menteri-menteri Negara, menteri-menteri itu diangkat  dan 

diberhentikan oleh presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu 

dalam pemerintahan, dan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran 

kementerian Negara diatur dalam undang-undang.  

Dari penjelsan tersebut nampak bahwa bagaimana menteri-menteri 

yang membantu presiden itu diangkat dan diberhentikan pleh presiden. 

Artinya disini para menteri adalah bawahan presiden untuk membantu 

presiden dan wakilnya dalam menjelaskan pemerintahan. Dan ditegaskan 

pula bahawa presiden memiliki hak prerogative atas bongkar-pasang 

                                                             
40 Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.  
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kementerian yang dibutuhkan, serta siapa saja komposisi orang yang 

menduduki fungsi dan peran Negara dan kepala presiden terpusat pada 

presiden merupakan salah satu penanda sistem presidensial. Kepala 

Negara diartikan sebagai simbol pemersatu bangsa pemimpin nasional dan 

sebagainya. Sebagai kepala Negara memiliki fungsi dan peran memegang 

pemimpin tertinggi militer. Diplomat Negara tertinggi, hak yurisdiksi, dan 

dalam keamanan. Meskipun dengan catatan sebagaimana tertuang dalam 

UUD 1945 sering mensyratkan pertimbangan DPR dalam keputusannya. 

Sedangkan kapasitas presiden sebagai kepala pemerintahan 

merujuk pada kepala administrasi pemerintah atau pemegang kekuasaan 

eksekutif dan pemerintahan tertinggi. Seperti mengajukan RUU kepada 

DPR melaksanakan UU dan sebagainya.  

Terkait relasi presiden dengan menteri, pada dasarnya penentuan 

format kementerian dan siapa saja yang menduduki posisi tersebut untuk 

membentu presiden. sebagaimana tercatat dalam UUD 1945 merupakan 

hak yang dimiliki presiden.   

E. Mekanisme Kewenangan Presiden dalam penyusunan Perundang-

undangan  

Salah satu pasal dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 yang 

dianggap urgensi untuk dirubah adalah Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang 

Dsar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memiliki kekuasaan 

untuk membuat undang-undang. Selama ini dengan kekuasaan 

pembentukan Undang-undang yang berada pada presiden, tentu isi 
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Undang-Undang yang akan dirancang akan menguntungkan Presiden. 

Peranan DPR, hanya sebatas menyetuji atau menolak Rancangan Undang-

Undang yang diajukan pihak eksekutif.
41

  

Kemudian, perubahan Pasal 5 Ayat (1) diantaranya amandemen 

Pasal 20 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi: 

a. DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang 

b. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama 

c. Jika rancangan undang-undang dibahas tidak mendapat persetujuan 

bersama, rancangan udang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam 

persidangan DPR pada masa itu  

d. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetuji 

bersama untuk menjadi undang-undang 

e. Dalam hal rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama 

tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam dalam waktu tiga puluh 

hari sejak rancangan undang-undang dan wajib diundangkan. 

Mekanisme proses pembicaraan rancangan undang-undang ada dua 

tingkat. Pada tingkat pertama dilakukan pembicaraan sebagai berikut: 

1. Pengantar Musyawah  

2. Pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden 

berdasarkan Daftar Inventarisasi (DIM). 

                                                             
41 Moh. Alifuddin, Berdemokrasi, Panduan Praktis Perilaku Demokrasi, Magna 

Publishing. Jakarta, 2012, hlm. 101. 
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3. Penyampaian pendapat mini yang akan disampaikan pada akhir 

pembicaraan singkat. 

Ketikan pembicaraan tingkat pertama ini dapat juga dilakukan hal-

hal sebagi berikut: 

1. Mengundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila 

materi rancangan undang-undang berhubungan dengan lembaga negara 

lain 

2. Diadakan rapat  

Pembicaraan tingkat kedua adalah kegiatan pengambilan keputusan 

dalam rapat paripurna, yang didahului oleh: 

1. Peyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat 

mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. 

2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota 

secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat Paripurna. 

3. Penyampain pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh mentri 

yang mewakilinya. 

Rancangan undang-undang yang telah dibahas bersama oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan presiden, selanjutnya akan 

disahkan sebagimana mestinya. Dalam hubungan ini ada lima (5) tindakan 

hukum yang dilakukan untuk sahnya suatu rancangan undang-undang yang 

mengikat untuk umum, yaitu:
42

 

1. Pengesahan materil  

                                                             
42 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang, Konsitusi Press, Jakarta, 2006 hlm. 291-

313.   
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2. Pengesahan Formil 

3. Pengundangan 

4. Pemberlakuan. 

Dalam hal ini, Presiden dilibatkan dalam mekanisme pembentukan 

undang-undang. Keterlibatan Presiden disini, terlihat dari tahap dalam 

mekanisme pembentukan undang-undang oleh DPR Pertama, Presiden 

diberi hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR 

(Pasal 5 Ayat  Kedua, Presiden ikut serta membahas rancangan undang-

undang dengan DPR untuk mendapat persetujuan bersama ( Pasal 20 Ayat 

1). Ketiga, terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama, maka untuk menjadi undang-undang memerlukan pengesahan 

Presiden ( Pasal 20 Ayat 4).
43

  

Dalam hal pengusulan rancangan undang-undang Presiden berhak 

mengusung mentri yang sesuai dengan bidang yang dibahas rancangan 

undang-undang tersebut, dalam hal ini semuan visi misi, antara Presiden 

dengan Mentri (pemerintah) yaitu sama. 

Dalam tahap pengesahan ada rancangan  undang-undang  yang 

ditolak, Dominasi Presiden sungguh terlihat ketika terjadi kasus penolakan 

seperti halnya Rancangan Undang-Undang Penyiaran, yang diajukan pada 

zaman Mentri Penerangan Harmoko. Rancangan Undang-Undang tersebut 

ditolak oleh Presiden Shoeharto melalui amanat Presiden yang tertanggal 

pada 11 Juli 1996, pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri pernah 

                                                             
43 Putra Medea, Kekuasaan Pressiden RI dalam Bidang Legislatif setelah amandemen 

Undang-Undang Dasar tahun 1945, Jurnar Lex Administrstum, Vol.1, No. 2, Apr-Juni , 2013, 

hlm.150.  
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tidak mengesahkan beberapa undang-undang yakni Undang-Undang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Ungang-Undang Penyiaran, 

Undang-Undang Keuanga Negara, dan Undang-Undang Advokat. Pada 

zaman sekarang Undang-Undang MD3 juga tidak disetuji oleh Presiden 

Joko Widodo. Sejauh ini, undang-undang yang tidak disahkan oleh 

presiden itu tetap berlaku.
44

  

Dalam Pasal 20 Ayat (2)  yang berbunyi, setiap rancangan undang-

undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama, secara gramatikal atau ketatabahasaan, 

maka dapat ditarik makna yang tersirat bahwa dalam pembahasan 

rancangan undang-undang, Presiden diberi hak oleh konsitusi untuk 

mengetahui Rancangan Undang-Undang. Begitu pula berdasarkan 

penafsiran a contrario, Presiden diberi hak pula untuk menolak atau tidak 

menyetujui. Seharusnya didalam undang-undang mendatang ditanyakan 

secara tegas melalsui peraturan perundang-undangan.
45

 

Menurut Jimly Asshiddiq, kekuasan Presiden dalam pengesahan 

Undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang 

Dasar tasun 1945 tersebut hanyalah bersifat administrasi belaka, karena 

secara materil rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan 

bersama antar DPR dan Presiden yang diputuskan dalam rapat paripurna 

DPR- RI adalah tindakan pengesahan yang bersifat materil, sedangkan 

                                                             
44 Sulardi, Presiden dan Pengesahan Ungang-undang, Tempo .co, Selasa 13 Maret 2018, 

08:24 WIB. 
45 Putra Medea, Kekuasaan Presiden RI dalam Bidang Legislatif setelah amandemen 

Undang-Undang Dasar tahun 1945, Jurnal Lex Administratum, Vol.1,1 No.2, Apr-Juni, 2013 

hlm. 152. 
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pengesahan oleh Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20 Ayat (4) 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut adalah pengesahan yang 

bersifat formil. Apalagi dengan adanya ketentuan Pasal 20 Ayat (5) yang 

menentukan jika dalam waktu 30 hari sejak mendapat persetujuan dari 

Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang. 

Bisa dipastikan rancangan undang-undang yang telah mendapat 

persetujuan bersama pasti akan menjadi undang-undang.
46

  Pengaturan 

konstitusional mengenai pengesahan undang-undang oleh presiden itu 

menjadi kontradiktif. 

Dalam hal ini, di Negara Indonesia dengan sistem pemerintahan 

presidensial, presiden mempunyai fungsi sebagai kepala pemerintahan 

sekaligus kepala  negara. Dalam penyusunan undang-undang fungsi ganda 

itu berlaku saat presiden mengajukan dan membahas rancangan undang-

undang bersam DPR, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan. 

Pada saat presiden mengesahkan rancangan itu, ia berperan sebagai kepala 

negara. Sebagai kepala negara sesungguhnya, presiden harus mengesahkan 

rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR. 

 

 

 

 

                                                             
46 Jimly Asshiddiqe, Perihal Undang-Undang Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 297. 
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F. Proses Persiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Dari Presiden 

Menurut UU. No. 12 Tahun 2011 Bab V Pasal 43 ayat 3 dinyatakan 

bahwa Rancangan UU dari presiden harus disertai dengan Naskah 

Akademik Rancangan Undang-Undang. Pada Pasal 50 UU No. 12 Tahun 

2012 ayat:1 RUU dari presiden diajukan dengan surat presiden kepada 

pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan UU yang 

menjadi kewenangan DPD.
47

 

Penyusunan RUU dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: Pertama 

dilakukan prakarsa berdasarkan prolegnas. Penyusunan RUU yang 

didasarkan prolegnas tidak memerlukan persetujan izin prakarsa dari 

Presiden. Dan Kedua dalam keadaan tertentu, prakarsa dalam menyususn 

RUU di luar Prolegnas dapat dilakukan setelah terlebih dahulu 

mengajukan permohonan izin prakarsa kepada presiden, dengan disertai 

penjelasan mengenai konsepsi pengaturan RUU tersebut meluputi: 

1. Urgensi dan tujuan pengaturan; 

2. Sasaran yang ingin diwujudkan; 

3. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan  

4. Jangkauan serta arah pengaturan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 

2014 terhadap suatu RUU yang telah disetujui oleh Presiden dan DPR, 

                                                             
47 Putusan Mahakamah Konstitusi No. 92/2012  
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akan disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan 

menjadi undang-undang. 

Proses penyiapan rancangan undang-undang yang bersal dari 

pemerintah saat ini dilakukan menurut Peraturan Presiden No. 68 Tahun 

2005 tentang Tata cara Mempersiapkan Ranacangan Undang-Undang , 

Rancangan Peraturan Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemrintah dan Rancangan Peraturan Presiden yang ditetapakan tanggal 14 

November 2005. Tata cara mempersiapkan undang-undang berasal dari 

Pemerintah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 

1) Penyusunan Rancangan Undang-Undang 

Menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 

2005, penyusunan rancangan undang-undang dilakukan Pemrakarsa 

berdasarkan prolegnas. Penyusunan rancangan undang-undang yang 

disarkan Prolegnas tidak memerlukan persetujuan ijin prakarsa dari 

Presiden, dan secara berkala melaporkan penyiapan dan penyusunan 

rancangan undang-undang tersebut kepada presiden. Sedangkan 

menurut Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa menyusunan rancangan 

undang-undang diluar prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan 

permohonan ijin ke Presiden.  

Dalam menyusuan rancangan undang-undang, Pemrakarsa dapat 

terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik. Penyusunan Naskah 

Akademik tersebut dapat dilalukan oleh pemakarsa bersama-sama 

dengan Dapertemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang 
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peraturan perundang-undangan dan pelaksanannya dapat diserahkan 

kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai 

keahlian itu. Pedoman penyusunan naskah akademik itu diatur dalam 

Peraturan Mentri ( Pasal 5 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005). 

2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang Kepada  Dewan perwakilan 

Rakyat 

Terhadap suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui 

oleh Presiden, selanjutnya akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat untuk dilakukan pembahasan.
48

 

Sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005, 

Mentri Seketaris Negara akan menyiapkan Surat Presiden kepada 

kepada Pimpinan DPR untuk menyampaikan rancangan undang-undang 

disertai dengan Keterangan Pemerintah mengenai rancangan undang-

undang tersebut. 

Dalam pembahasan rancangan undang-undang di DPR, mentri 

yang ditugasi oleh Presiden wajib melaporkan perkembangan dan 

permasalahan yang dihadapi kepada Presiden untuk memperoleh 

keputusan dan arahan. 

Mentri yang ditugasi sebagaimanayang dimaksud pasal 26 ayat 

(2) huruf a segera melaporkan rancangan undag-undang yang telah 

mendapat atau tidak mendapat persetujuan DPR dan kepada Presiden. 

                                                             
48 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-

Undang, Rancangan Peraturan Pengganti Undang-Undang, Ranvangan Peraturan Pemerintah dan 

Rancangan Peraturan Presiden Pasal 25.  
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Menurut pasal 30 dalam hal rancangan undang-undang tidak 

mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, rancangan 

undang-undang tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam masa 

sidang yang sama. 
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BAB III 

PERAN PRESIDEN DALAM LEGISLATIF MENURUT FIQIH 

SIYASAH 

A. Kekuasan  Legislatif Dalam Fiqih Siyasah  

Fiqih Siyasah secara konseptual yang dipergunakan sebagai pisau 

analisis dalam penelitian tesis ini dapat dijadikan acuan dalam pembahasan. 

Kata fiqih berasal dari faqaha-yafqahu-fuqhan. Secara bahsa pengertian 

fiqih adalah “paham yang mendalam “. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip 

Amir Syarifuddin, menyebut „‟Fiqih tentang sesuatu‟‟ berarti mengetahui 

batinya sampai kedalamnya. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk 

pasti (qat‟i), fiqih merupakan „‟ilmu‟‟ tentang hukum yang tidak pasti 

(zanni). Objek kajian fiqih siyasah yang utama adalah tentang hubungan 

antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan 

dan kemaslahatan berasama.
49

 

Dalam wacana fiqih siyasah, istilah al-sultah at-tashri‟iyah 

digunakan untuk menunjukan salah satu kekuasaan pemerintah Islam dalam 

mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan tanfadhiyah 

(eksekutif) dan kekuasaan qad‟iyah (yudikatif). Dalam konteks ini 

kekuasaan kekuasaan legislativ (al-sultah at-tashri‟iyah) yang dijalankan 

oleh lembaga ahlu halli walaqdi berarti kewenagan pemerintah Islam untuk 

membentuk hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh 

                                                             
49 5 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet-2, 17. 
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masyarakatnya berdasarkan ketentuaan yang diturunkan Allag SWT dal 

syariat Islam . 

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menerapkan hukum yang 

akan diberlakukan dalam masyarakat islam 

b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya  

c. Isi peraturan atau aturan hukum sendiri yang harus sesuasi dengan nilai-

nilai dasar syariat Islam. 

Kekuasaan yang terpenting dalam pemerintah islam adalah 

kekuasaan legislatif, yang dijalankan oleh lembaga legislatif ini akan 

dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh 

lembaga yudukatif. Orang-orang yang menduduki lembaga legislatif ini 

terdiri dari pada mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam 

berbagai bidang. Karena dalam menetapkan syari‟at sebenarnya adalah 

Wewenang Aallah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya 

sebatas menggali dan memahami sumber-sumsber syari‟at Islam, yaitu Al-

qur‟an dan Sunnah Nabi menjelaskan hukum-hukum yang terkandung 

didalamnya. 

Undang-Undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh 

lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber 

syari‟at Islam tersebut. Maka dari itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi 

lembaga legislatif. Pertama, dalam hal – hal  ketentuanya sudah terdapat di 

dalam nash Al-quran dan Sunnah,  undang – undang yang dikeluarkan oleh 

as-shultah attashri‟iyah adalah undang – undang Ilahiyah yang 
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disyariatkanNya dalam AlQuran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam 

hadist. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber 

ajaran Islam tersebut banyak Pertama, dalam hal–hal  ketentuanya sudah 

terdapat di dalam nash Al-quran dan Sunnah,  undang–undang yang 

dikeluarkan oleh as-shultah at tashri‟iyah adalah undang–undang Ilahiyah 

yang disyariatkanNya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW 

dalam hadist. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua 

sumber ajaran Islam tersebut banyak  berbicara masalah -masalah yang 

global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci. 

Sementara perkembangan yang masyarakat begitu cepat dan kompleks 

sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya 

Hal ini senada di kemukakan oleh as-Syatibi. Ia menegaskan bahwa 

semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan 

hamba. Tak satu pun hukum Allah yang mempunyai tujuan. Hukum yang 

tidak mempunyai tujuan sama dengan Taklif ma la yutha‟ ( membebankan 

sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.) Tujuan Allah SWT membentuk 

hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
50

  

Pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ada ditangan 

kepala negara, Presiden, atau dalam istilah politik Islam klasik khalifah 

merupakan khas sistem kekuasaan modern dinamika kekuasaan itu 

dibangun secara konstitusional khalifah
51

 sebagai pemimpin tertinggi suatu 

                                                             
50

 Abu Ishak As-Syatibi, Almuwafaqat FI Usual Al- Syari‟ah, Juz Ke 2 ( Beirut: Darul 

Fikr,tt), hlm. 5. 
51 Masdar Farid Mas‟ Udi. Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Prespektif Islam, ( 

Jakarta: Pustaka Alpabet, 2010), hlm. 77. 
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negara berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang tidak diatur 

secara tegas dalam al-Qur‟an dan al-Hadis). Selain kekuasaan dalam 

menetapkan aturan hukum yang khalifah, peran ahlu-al halli wa al-aqdi, 

gubernur atau khalifah dalam suatu daerah berhak menetapkan aturan 

hukum atau qanun. Namun kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan 

suatu hukum merupakan Hak Allah SWT dan Rasul-Nya. 

Sistem kekuasaan modern yang diadopsi dari sistem pemerintahan 

islam terdahulu, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Presiden 

mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan dalam 

kekuasaan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang.
52

 Yang artinya 

khalifah mempunyai kewenangan untuk menjalankan undsang-undang dan 

kekuasaannya membentuk aturan hukum bersama ahlul al-halli wa al-aqdi 

dalam menetapkan suatu undang-undang atau qanun. 

Menurut pandangan Islam, negara merupakan kekuasaan yang 

dipegang oleh khalifah. Dari sekian banyak kekuasaan dan kewenagan 

khalifah, ia mempunyai kekuasaan dalam aktivitas politik yaitu mempunyai 

hak untuk mengambil dan menetapkan hukum menjadi suatu perundang-

undangan atau qanun. Kekuasaan khalifah dalam pemrintahan Islam untuk 

menetapkan suatu hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan 

ketentuan Allah SWT dalam syari‟at Islam.
53

  

 

                                                             
52

 Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-

Undang atau Perppu, hlm. 71 
53 Oksep Adhayanto, Khalifah Dalam Pemerintahan Islam ; Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu 

Pemerintahan , hlm. 45.  
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B. Proses Legislasi Dalam Fiqih Siyasah 

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut khalifah 

sebagai gelar Kepala Negara dalam sejarah Islam mempunyai kewenangan 

dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang tidak 

diatur jelas dalam Al-Quran dan al-Hadist, namun hak untuk membuat suatu 

peraturan perundang-undangan hanyalah milik Allah SWT dan Rosulnya. 

Sehingga Khalifah mengeluarkan suatu hukum atau qanun undang-undang 

yang tidak diatur jelas oleh al-Quran dan al-Hadist. Karena aturan hukum 

Allah SWT tidak membedakan anatara pemelik kekuasaan dan individu-

individu Negara. 

Tahapan mekanisme pembuatan qanun (Undang-Undang) 

pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ada ditangan kepala Negara, 

Presiden, atau dalam istilah politik Islam klasik khalifah merupakan khas 

sistem kekuasaan modern dimana kekuasaan dibangun secara 

konstitusional.
54

 Khalifah sebagai pimpinan tertinggi suatu Negara berhak 

menetapkan aturan hukum atau qanun yang tidak diatur secara tegas dalam 

al-Quran dan al-Hadist. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum 

yaitu khalifah, peran al-sulthahal-Tashri‟iyah juga berhak menetapkan 

aturan hukum atau qanun yang dilaksanakan oleh lembaga Ahlu al-halli wal 

Aqdi. 

Apabila terjadi tuntutan perkembangan social mengharuskan 

menetapkan suatu aturan hukum yang sebelumnya tidak terdapat dalam 

                                                             
54 Masdar Farid Mas‟udi, Op Cit., hlm. 77. 
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nash, sehingga memperbolehkan kepada seorang khalifah atau pemimpin 

untuk bermusyawarah bersama ahlu halli wal‟ aqdi. Dimana menghasilkan 

suatu aturan hukum untuk memperjuangkan kemaslahatan umum terkait 

dalam hal yang tidak terdapat dalam nash. Di dalam al-Quran juga 

menjelaskan Dasar hukum lembaga Ahlu al-halli wal Aqdi dalam 

menetapkan hukum yang ada di surat An-Nisa‟ (4) ayat 58-59, yang 

berbunyi: 

 ْْ ْ ْ ْ   ْ  ْ  ْ  ْ   ْْ  ْْ ْ

   ْْ ْْ  ْ ْْْْ ْْ  ْْْْْ  ْْْ

 ْْ ْ  ْ ْ ْْْ  ْ  ْ ْ ْ ْ  ْ ْ

 ْ ْْْ  ْ  ْ ْْْْ ْْْْْْْْ

ْ

Artinya:  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

 

Ada banyak penafsiran dari beberapa dari tokoh muslim tentang 

substansi dari ayat tersebut. Menurut Muhammad Rasyid Ridha ayat 

tersebut menyatakan bahwa terdapat kaidah-kaidah pemerintahan Islam.
55

 

Sementara menurut Sayyid Qutb ayat ini menjelaskan kaidah-kaidah asasi 

                                                             
55 Abdul Manan, Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2016), hlm.109. 
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tentang organisasi umat Islam (negara), kaidah-kaidah hukum dan dasar-

dasar mengenai kekuasaan negara.
56

 Adapun Maulana Muhammad Ali 

menyatakan, bahwa ayat ini menggariskan tiga aturan penting tentang hal-

hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam, terutama yang 

berkaitan dengan pemerintahan. Dari ketiga penafsiran tokoh tersebut dapat 

datarik kesimpulan tentang dasar-dasar kaidah kekuasaan dan pemerintahan 

dalam Islam yang berlandaskan al-Quran dengan dijalankan lewat uli amri. 

Di dalam ayat tersebut terdapat kata ulil amri,yang memiliki 

banyak arti, diantaranya Ahlu al-halli wal Aqdi (kelompok yang ahli dalam 

mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi 

kepentingan umum). Ulil amri juga dapat berarti pemerintahan 

dengan/khalifah/imam/amir sebagai kepala pemerintahan. Namun ulil amri 

juga dapat berarti sekolompok orang yang menjalankan pemerintahan dari 

segi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif termuat di 

dalam pengertian ulil amri sebagai Ahlu al-halli wal Aqdi yaitu kelompok 

yang ahli dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang 

sehat demi kepentingan umum. 

Ketetapan hukum yang dikeluarkan lembaga legislative yaitu ahlu 

halli wal aqdi akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan 

dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang 

duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa 

(mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. 

                                                             
56 Abdul Qadir Djailani, Sekitar Pemikiran Politik Islam, (Universitas Michigan: Media 
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Undang-Undang dan Peraturan yang akan dikeluarkan oleh 

kekuasaan Ahlu al-halli wal Aqdi harus mengikuti ketentuan-ketentuan 

kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat 

dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya 

sudah terdapat di dalam nash Al-quran dan Sunnah, undang-undang 

illahiyah yang disyariatkan-Nya dalam al-quran dan dijelaskan oleh Nabi 

SAW dalam Hadist. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipsinya 

kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang 

global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci. 

Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehinga 

membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.
57

  

Maka dari itu kekuasaan legislatif atau Ahlu al-halli wal Aqdi 

menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) 

terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan 

oleh nash. Disinilah perlunya Ahlu al-halli wal Aqdi tersebut diisi oleh 

mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka 

melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas 

(analogi). Mereka berusaha mencari „illat atau sebab yang ada dalam 

permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan nash, ijtihad 

anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip jalb al-mashalih dan daf 

al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudoratan). Ijtihad mereka 

juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi social masyarakat, agar 

                                                             
57 Abdul Qadir Djailani, Ibid., hlm. 80. 
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hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi 

masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat. Dalam ijtihad tersebut 

dilakukan dengan cara musyawarah yang disebutkan dalam Al-Quran surat 

Al-Imran ayat 159 yang berbunyi: 

  ْ  ْْ ْْْْ ْْْ ْ ْ ْْ ْْ  ْ

 ْ    ْ ْ   ْْ  ْْ  ْْ  ْ ْ ْْ ْْ ْ

    ْْْْ 

ْ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 

 

Legislatif atau Ahlu al-halli wal Aqdi dalam suatu negara Islam 

memiliki sejumlah tugas yang harus dilakukannya. Menurut Abu a‟ala al- 

Maududi majelis al-syura atau Ahlu al-halli wal Aqdi memiliki beberapa 

tugas diantaranya:
58

  

1. Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan 

merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh 

umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan al-

Sunnah. 

2. Jika pedoman-pedoman dalam Al-Quran dan as-Sunnah mempunyai 

kemungkinan interprestasi lebeih dari satu maka lembaga legislatiflah 

                                                             
58 Darwis Hude, Cakrawala Ilmu Dalam Al-Qur‟an, (Universitas Michigan, Pustaka 

Pirdaus, 2002), hlm. 315. 
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yang berhak memutuskan penafsiran terhadap mana yang harus 

ditempatkan dalam kitab undang-undang; 

3. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Qur‟an dan as-Sunnah, fungsi 

lembaga legislativ ini adalah menegakkan hukum-hukum yang berkaitan 

dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum 

Islam. Dan jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang 

telah tercantum dalam kitab-kitab fiqih, maka dia bertugas untuk 

menganut salah satu diantaranya. Jika dalam masalah apapun al-Qur‟an 

dan as-Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar 

sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada dalam konfensi Khulafa al-

Rasiyyidin, maka kita harus mengartikan bahwa Tuhan telah memberikan 

kita kebebasan melakukan legislasi mengenai masalah ini, lembaga 

legislatif dapat melakukan perumusan hukum tanpa batasan, sepanjang 

tidak bertentangan dengan jiwa semangat syari‟ah.
59

  

4. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum 

kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan 

kemaslahatan dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih 

pemimpin tertinggi negara saja, tetapi tugas mereka juga mencakup peran 

pengawasan terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah meraka 

dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah SWT. 

 

 

                                                             
59Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Aajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: 

UI Press, 1990,), hlm. 169.  
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C. Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Menurut Fiqih Siyasah 

Tahapan mekanisme pembuatan qanun (Undang-Undang) 

pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ada ditangan kepala Negara, 

Presiden, atau dalam istilah politik Islam klasik khalifah merupakan khas 

sistem kekuasaan modern dimana kekuasaan itu dibangun secara 

konstitusional.
60

 Khalifah sebagai tertinggi suatu Negara berhak 

menetapkan aturan hukum atau qanun yang tidak diatur secara tegas dalam 

al-Qur‟an dan al-Hadis. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum 

yaitu khalifah, peran al-sulthah al-Tashri‟iyahi juga berhak menetapkan 

aturan hukum atau qanun yang dilaksanakan oleh lembaga Ahlu al-halli wal 

Aqdi. Namun kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan suatu hukum 

merupakan Hak Allah SWT dan Rosulnya.  

 Ulil Amri juga dapat berarti pemerintahan dengan 

khalifah/imam/amir/ sebagai kepala pemerintahan. Namun ulil amri juga 

dapat berarti sekolompok orang yang bertugas menjankan dan menjatuhkan 

hukum. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari ulil amri adalah 

sekelompok orang yang menjalankan pemerintahan dari segi eksekutuf, 

legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif termuat dalam pengertian ulil 

amri sebagai Ahlu al-halli wal Aqdi yaitu kelompok yang ahli dalam 

mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi 

kepentingan umum.  
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 Ketetapan hukum yang dikeluarkan lembaga legislative yaitu ahlu 

halli wal‟ aqdi akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan 

dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang 

duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa 

(mufti) serta pakar dalam berbagai bidang. 

 Undang-Undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh 

kekuasaan Ahlu al-halli wal Aqdi harus mengikuti ketentuan-ketentuan 

kedua sumber syariat Islam tersebut. Pertama, dalam hal-hal yang 

ketentuannya sudah terdapat di dalam nas al-Quran dan sunnah, undang-

undang yang dikeluarkan oleh Ahlu al-halli wal Aqdi adalah undang-undang 

illahiyah yang disyariatkan-Nya dalam al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi 

SAW dalam Hadist, Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya 

kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang 

global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci. 

Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan komplek sehingga 

membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya. 

 Maka dari itu kekuasaan legislatif atau Ahlu- al-halli wal Aqdi 

menjalankan fungsi keduannya yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) 

terhadap permasalahan-permasalhan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh 

nash. Disinilah perlunya Ahlu al-halli wal Aqdi tersebut diidi oleh mujtahid 

dan ahli fatwa sebagaimana telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan 

ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan dengan jalan qiyas (analogi). 

Mereka berusaha mencari „illat atau sebab hukum yang ada dalam 
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permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan nash, ijtihad 

anggota legislative harus mengacu kepada prinsip jalbal-mashalihi dan daf 

al-mufasd (mengambil maslahat dan menolak kemudoratan). Ijtihad mereka 

juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi social masyarakat, agar 

ahasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi 

masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat. Dalam ijtihad tersebut 

dilakukan dengan cara musyawarah. 

 Kekuasaan Al-sultahahal-Tashri‟iyah dijalankan oleh lembaga 

Ahlu ahalli wal Aqdi dalam pengertiannya orang yang memiliki 

kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat, 

dengan kata lain Ahlu ahalli wal Aqdi adalah lemabaga perwakilan yang 

menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.
61
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BAB IV 

PERAN PRESIDEN DI INDONESIA MENURUT FIQIH 

SIYASAH 

A. Peran Presiden Dalam Legislatf Di Indonesia 

Peran Presiden dalam legislatif di Indonesa menurut Teori 

pembagian kekuasaan, teori John Locke
62

 yang dimaksud dengan 

kekuasaan pemerintah yakni kekuasaan eksekutif. Presiden dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dibedakan antara kekuasaan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah Presiden 

sebagai pimpinan tertinggi dalam penyelenggaraan administrasi Negara 

yang meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas. Kekuasaan 

penyelenggaraan pemerintah yang bersifat khusus adalah penyelenggaraan 

tugas dan wewenang pemerintahan secara konstitusional berada di tangan 

Presiden. Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai kekuasaan di 

bidang peraturan perundang-undangan yang bervariasi, yaitu pertama, 

kekuasaan legislative artinya Presiden berhak mengajukan rancangan 

undang-undang  kepada DPR; kedua, kekuasaan reglementer, yaitu 

membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang atau 

untuk menjalankan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ; dan 

ketiga, kekuasaan eksekutif yang didalamnya mengandung kekuasaan 
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pengaturan, yaitu pengaturan dengan keputusan Presiden.
63

 Hak-hak 

Presiden dalam bidang Legislatif yaitu: 

a. Hak Presiden Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Kekuasaan legislative dalam konsep trias politica adalah  kekuasaan 

untuk membentuk undang-undang. Apabila direfleksikan lembaga 

Negara yang berfungsi sebagai pemegang kekuasaan legislatif menurut 

UUD 1945 adalah DPR yang berbunyi, “DPR memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang”. Pada kenyataannya, kekuasaan legislative 

bukan dikuasai oleh DPR saja, tetapi Presiden juga berhak ikut andil di 

dalamnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945. 

Sejatinya, keikutsertaan Presiden dalam bidang legislatif adalah sebagai 

perwujudan mekanisme chek and balances antara Presiden dan DPR. 

Sehingga arogansin DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dapat 

dimininalisir, meskipun pada akhirnya undang-undang yang telah 

disetujui bersama tersebut tetap diundangkan jika Presiden tidak 

mengesahkannya. 

Implementasi hak-hak Presiden di bidang legislative dapat dilihat 

melalui produk hukum yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan 

bersama Presiden seperti UU No. 12 Tahun 2008 sebagai perubahan 

kedua atas, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 

disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan 
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oleh Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta pada tanggal 28 April 

2008.  

Presiden juga berhak mengajukan RUU APBN sebagai mana 

tercantum dalam Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa 

rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 

diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah. 

b. Hak Presiden Untuk menetapkan peraturan pemerintahan pengganti 

Undang-Undang (Perpu). 

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan 

perundang-undangan yang diterapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal 

kegentingan yang memaksa. Hal ini sebagaimana ketentuaan Pasal 

1angka 4 UU No. 10 Tahun 2004. Materi muatan Peraturan pemerintah 

Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-

undang.
64

 Dalam hal ikhwal yang memaksa atau negara dalam keadaan 

darurat, Pemerintah berhak menetapkan Perpu sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: dalam hal 

ikhwal kegentingann yang memaksa, Presiden berhak menetapkan 

peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Untuk 

mewujudkan mekanisme chek and balances antara Presiden dan DPR, 

ada kriteria normatif yang harus dipenuhi dalam menetapkan perpu 

sebagaimana dalam pasal 22 Ayat (2) UUD 1945 yang intinya bahwa 
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Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang 

berikutnya. Dan apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui, 

Perpu tersebut harus dicabut. Pasal ini bertujuaan untuk mengantisipasi 

agar pemerintahan tetap dianggap kredibel. Kewenangan mengeluarkan 

Perppu memang ada di tangan presiden. Pasal 22 ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 menyatakan “Dalam hal ihwal kegentingan yang 

memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang”. Perppu adalah jenis peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan 

yang memaksa. Kegentingan yang memaksa itu tak seragam, tergantung 

tafsir dan pandangan pemerintah. 

Dalam Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-

Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 

disebutkan kegentingan yang memaksa itu adalah kekosongan anggota 

pimpinan KPK. Pengisian jabatan anggota KPK berdasarkan UU No. 

30 Tahun 2002 lama, sehingga „diperlukan percepatan dalam mengisi 

kekosongan‟ itu. Kekosongan telah mengganggu kinerja dan berpotensi 

menimbulkan ketidak pastian hukum. Perppu ini kemudian dicabut 

dengan UU No. 3 Tahun 2010. Perppu No. 3 Tahun 2009, berkaitan 

dengan keimigrasian, dikeluarkan karena keadaan mendesak penerbitan 

paspor untuk jamaah haji tahun 1430 H. Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh 

Presiden dalam keadaan genting dan memaksa. Dalam hal kegentingan 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4cc6783ba69cf/nprt/38/uu-no-3-tahun-2010-pencabutan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-4-tahun-2009-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-p
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tersebut, seorang Presiden diberi kewenangan oleh Undang-Undang 

Dasar untuk menetapkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang dengan maksud agar keselamatan negara dapat 

dijamin oleh pemerintah dalam keadaan genting yang memaksa, 

sehingga pemerintah dal hal ini dapat bertindak lekas dan tepat. Maria 

Farida menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam “hal ihwal 

kegentingan yang memaksa”. 

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut 

Perpu)adalah satu-satunya peraturan yang memerlukan unsur hal 

ikhwal kegentingan yang memaksa dalam pembentukannya. Dalam 

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyatakan bahwa, “dalam hal ihwal kegentingan yang 

memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai 

pengganti undang-undang”. Dalam penjelasan ditegaskan bahwa, 

pasal ini ialah mengenai “noodverordeningsrecht” Presiden. 

2. Berbeda dengan proses pembentukan undang-undang yang melibatkan 

lembaga legislatif, peraturan ini hanya ditetapkan oleh Presiden saja. 

Selain UUD 1945, aturan yang berada dibawahnya yakni undang-

undang, mengatur lebih lanjut mengenai Perpu. Undang-undang yang 

dimaksud ini yaitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 angka (4) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa 
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“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal 

kegentingan yang memaksa”.Dalam jenis, hierarki dan materi muatan 

perundang-undangan, Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan 

terdiri atas 7 (tujuh) tingkatan Peraturan Perundang-undangan. Dalam 

hierarki tersebut, Pasal 7 angka (1) huruf (c) menggariskan Perpu 

sejajar dengan undang-undang. Sehingga, pada Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan 

Perpu sama dengan materi muatan undang-undang. 

3. Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, Perpu merupakan peraturan 

yang setingkat dengan undang-undang, dibuat dalam kegentingan 

yang memaksa dibentuk oleh Presiden, dan mempunyai fungsi yang 

sama dengan undang-undang. Oleh karenanya, materi muatan Perpu 

sama dengan materi muatan undang-undang.  

4. Sejalan dengan UU diatas, Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 

tanggal 11 Februari 2014 juga menyatakan materi muatan Perpu 

adalah materi muatan undang-undang, mempunyai daya berlaku 

seperti undang-undang dan mengikat umum sejak diundangkan.  

5. Sebagai bagian dari jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, 

Perpu merupakan suatu kewenangan Presiden dalam bidang legislasi. 
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Kedudukan Perpu memang sejajar dengan undang-undang dalam 

hirarki perundang-undangan. 

 Akan tetapi dalam pembentukan Perpu tidaklah sama dengan 

pembentukan undang-undang. Pembentukan Perpu, seperti yang 

dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) dibentuk oleh Presiden dengan 

ketentuan syarat kegentingan yang memaksa. Artinya, lahirnya suatu 

Perpu bukanlah dibentuk melalui mekanisme pembahasan dan 

persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut (DPR) 

dan Presiden, melainkan dibentuk atas dasar kewenangan mutlak 

Presiden, yaitu terbentuk karena keadaan ihwal kegentingan yang 

memaksa. Namun, UUD 1945 tidak menjelaskan apa yang dimaksud 

dengan “ihwal kegentingan yang memaksa” ini. Sehingga, 

penafsirannya membuka ruang subjektifitas yang lebar dan 

sekehendaknya bagi pemegang hak yang menetapkan Perpu ini, yakni 

Presiden. Dengan hadirnya syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah 

Konstitusi dalam Pertimbangan Mahkamah angka [3.10] dalam 

Putusan Nomor 138 /PUU-VII/2009, maksud dan makna dari keadaan 

memaksa serta kegentingan tersebut mendapat tafsir yang lebih 

terarah dan bernilai hukum. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 138/PUU-VII/2009, ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh Pemerintah atau Presiden agar dapat mengeluarkan Perpu yaitu: 

(1) Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah 

hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (2) Undang-undang 
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yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan 

hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; (3) 

Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat 

undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu 

yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu 

kepastian untuk diselesaikan.  

Mahkamah juga menyatakan bahwa keadaan bahaya bukanlah 

satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan 

memaksa dan tergantung kepada penilaian subjektif Presiden. Tetapi, 

juga berdasarkan pada penilaian objektif tersebut diatas. Dengan 

demikian, Presiden tidak bisa sewenang-wenang menetapkan Perpu. 

Sebab, penilaian Presiden secara subjektif terhadap keadaan ihwal dan 

genting mesti disandarkan secara objektif mengenai syarat-syarat 

lahirnya suatu Perpu seperti yang digariskan putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 138 /PUU-VII/2009 di atas. Dengan begitu, maka 

Perpu yang telah ditetapkan oleh Presiden bisa diukur apakah telah 

memenuhi syarat lahirnya Perpu atau tidak. Menggunakan kalimat, 

syarat-syarat yang diputuskan Mahkamah Konstitusi tersebut ialah 

sebuah parameter bagi Presiden dalam menetapkan suatu Perpu. 

Sehingga, sekiranya Presiden tidak mematuhi dan memenuhi anasir 

tersebut, Perpu yang dilahirkan bersifat cacat secara formil. Perpu 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan.  
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Contohnya Gubernur, Bupati, dan Walikota misalnya, sesaat 

setelah disetujui dan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Presiden 

Soesilo Bambang Yudhoyono menetapkan Perpu tersebut. Yang 

melatar belakangi lahirnya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilihat dari konsideran 

menimbang Perpu yaitu: a) Untuk menjamin pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta 

demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati 

sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota b) Bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi perlu ditegaskan 

dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara 

langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan 

mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang 

selama ini telah dijalankan c) Bahwa Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 

mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung 

melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan 

penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan 

keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang 
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memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-

VII/2009; 

Jadi, alasan Presiden mengeluarkan Perpu adalah tentang 

keterjaminan terhadap pemilihan kepala daerah serta menolak 

keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan 

Gubernur, Bupati,Walikota yang memuat pemilihan kepala daerah 

melalui DPRD. Persoalannya, Perpu tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota tersebut, ditetapkan Presiden dalam keadaan 

yang disangsikan keadaan genting yang memaksa untuk dibentuknya 

Perpu dimaksud. Karena dilihat dari awal proses pembahasan RUU 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menuai pro 

dan kontra ataupun mendapatkan penolakan luas oleh rakyat seperti 

yang digambarkan dalam konsideran menimbang Perpu di atas. 

Kemudian dalam keadaan yang tidak kondusif tersebut DPR 

melakukan rapat paripurna yang pada akhirnya melahirkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota dan sekaligus lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jika dikaitkan dengan syarat 

lahirnya sebuah Perpu yang digariskan oleh Mahkamah Konstitusi 

dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, Perpu Nomor 1 Tahun 

2014 ini kiranya masih jauh dari ketentuan objektif yang dimaksud 

MK. Oleh karena itu, acuan lahirnya Perpu yang ditetapkan oleh 

Presiden berdasarkan penilaian subjektif Presiden, maka perlu 
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didampingkan dengan penilaian objektif berdasarkan syarat-syarat 

yang telah dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

138 /PUU-VII/2009. Sehubungan dengan putusan Mahkamah 

Konstitusi tentang syarat objektif lahirnya Perpu, maka Perpu Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

dianggap dapat memenuhi perpu tersebut. 

 Fungsi dan Materi Muatan Perppu Secara hierarki semua jenis 

peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi tertentu. Tetapi 

secara umum menurut Bagir Manan fungsi peraturan perundang-

undangan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu: 
65

 

 1. Fungsi Internal, yaitu fungsi peraturan perundang-undangan 

sebagai sub-sistem hukum terhadap sistem kaidah hukum pada 

umumnya. Secara internal, peraturan perundang-undangan 

menjalankan beberapa fungsi antara lain: 

a. Fungsi penciptaan hukum (rechtschepping) yang melahirkan 

sistem kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi 

melalui beberapa cara, yaitu melalui keputusan hakim, kebiasaan 

yang timbul di dalam praktik dalam kehidupan masyarakat atau 

negara, dan peraturan perundang-undangan. di Indonesia, peraturan 

perundangundangan merupakan cara utama penciptaan hukum. 

                                                             
65

 7   Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & 
Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoretis & Praktis Disertai Manual, Kencana, (Jakarta, 
2013), hal. 61-64. 
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b. Fungsi pembaharuan hukum. Pembentukan peraturan 

perundangundangan dapat direncanakan, sehingga pembaruan 

hukum dapat pula direncanakan. Fungsi pembaruan terhadap 

perundang-undangan antara lain dalam rangka mengganti peraturan 

perundang-undangan masa Belanda dan peraturan perundang-

undangan nasional yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan 

perkembangan baru.  

c. Fungsi integrasi pluralisme sistem hukum. Pluralisme sistem 

hukum yang berlaku hingga saat ini merupakan salah satu warisan 

kolonial yang harus ditata kembali. Pembaruan sistem hukum 

nasional adalah dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem 

hukum tersebut sehingga tersusun dalam satu tatanan yang 

harmonis satu sama lain.  

d. Fungsi kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan asas 

penting di dalam tindakan hukum dan penegakan hukum dan 

peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian 

hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan dan hukum 

adat atau yurisprudensi.  

2. Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-

undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal bisa juga 

disebut fungsi sosial hukum, dan dapat dibedakan menjadi: 
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 a. Fungsi perubahan. Fungsi perubahan yaitu hukum sebagai 

sarana rekayasa sosial dimana peraturan perundangundangan 

diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat 

dibidang ekonomi, sosial, maupun budaya. 

b. Fungsi stabilitas. Peraturan perundangundangan dibidang 

pidana, ketertiban, dan keamaan merupakan kaidah-kaidah yang 

terutama bertujuan menjamin stabilitas masyarakat.  

c. Fungsi kemudahan. Fungsi kemudahan dapat berfungsi sebagai 

sarana mengatur berbagai kemudahan peraturan yang berisi 

insentif, seperti keringan pajak.  

Fungsi peraturan perundang-undangan yang disebutkan di 

atas sejalan dengan fungsi hukum yang dikemukakan oleh Sjahran 

Basah. Menurut Sjahran Basah, ada 5 (lima) fungsi hukum yang 

disebut dengan panca fungsi hukum, yaitu: Pertama, direktif, 

artinya hukum sebagai pengarah dalam membangun untuk 

membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan 

kehidupan bernegara. Kedua, integratif, yaitu sebagai pembina 

kesatuan bangsa. Ketiga, stabilitatif, yaitu untuk memelihara dan 

menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Keempat, perfektif, yaitu 

sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak administrasi 

negara maupun sikap tindak warga negara apabila terjadi 
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pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dan 

kelima, korektif, yaitu sebagai pengoreksi atas sikap tindak, baik 

administrasi negara maupun warga negara apabila terjadi 

pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan. 

66
Dalam negara hukum yang modern, menurut A. Hamid S. 

Attamimi, peraturan perundangundangan mempunyai fungsi 

sebagai berikut:  

1. memberikan bentuk pada endapan-endapan nilai-nilai dan 

norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat;
67

 

2.  produk fungsi negara di bidang pengaturan; dan 

3.  metode dan instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan 

mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang 

diharapkan. 

 Adanya berbagai jenis peraturan perundang-undangan di 

Negara Republik Indonesia yang tersusun secara hierarki, 

mengakibatkan pula adanya perbedaan dalam hal fungsi maupun 

materi muatan dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan 

tersebut.
68

 Dalam hierarki peraturan perundang-undangan 

disebutkan bahwa undang-undang dan perppu mempunyai 

                                                             
66   Sjahran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, 

Alumni, (Bandung, 1992), hlm. 13 – 14. 
67    Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, 

UHN Press,( Medan, 2008), hlm. 38. 
6810  Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, 

(Kanisius, Yogyakarta, 2008), hlm. 215.  
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kedudukan yang sama. Berdasarkan hal itu pula sehingga fungsi 

undang-undang dan perppu adalah sama, yaitu: 

 1. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnya. 

Fungsi ini terlihat jelas di dalam pasal-pasal UndangUndang 

Dasar Tahun 1945, karena pasalpasal tersebut menyatakan 

secara tegas hal-hal yang harus diatur dengan undang-

undang;
69

 

 2. pengaturan dibidang materi konstitusi seperti: 1) organisasi, 

tugas, dan susunan lembaga negara dan 2) tata hubungan 

antara negara dan warga negara dan antar warga 

negara/penduduk secara timbal balik.
70

 

Istilah “materi muatan” pertama kali diperkenalkan oleh 

A.Hamid S. Attamimi, yang menurut pengakuannya mulai 

diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1979 sebagaimana 

dimuat dalam Majalah Hukum dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 

1979. Menurutnya, istilah materi muatan sebagai pengganti atau 

alih bahasa dari istilah Belanda het onderwerp dalam ungkapan 

Thorbecke het eigenaardig onderwerp der wet yang diterjemahkan 

dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, yakni materi 

pengaturan khas yang hanya semata-mata dimuat dalam undang-

                                                             
69  Ibid, hlm. 219.   
70  Ibid, hlm. 221. 
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undang dan oleh karena itu menjadi materi muatan 

undangundang.13 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

memberikan pengertian mengenai materi muatan peraturan 

undang-undangan yaitu sebagai materi yang dimuat dalam 

peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan 

hierarki peraturan perundang-undangan. Mengenai materi muatan 

perppu, diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu 

bahwa “materi muatan peraturan pemerintah pengganti 

undangundang sama dengan materi muatan undangundang”. Hal 

ini dikarenakan kedudukan perppu dan uu sama secara hierarki, 

bedanya hanya perppu dikeluarkan oleh presiden dalam hal ihwal 

kegentingan yang memaksa.  dengan materi muatan dari undang-

undang.
71

 Hal senada juga dikemukakan oleh Bagir Manan yang 

menyatakan bahwa materi muatan perppu merupakan materi 

muatan undang-un Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, karena 

perppu ini merupakan peraturan pemerintah yang menggantikan 

undangu-undang  materi muatannya adalah sama dengan materi 

muatan dari undang-undang.
72

 

 

                                                             
71

   Maria Farida Indrati, Op. Cit., hlm. 131. 
72  Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co,( Jakarta, 

1992), hlm. 50. 
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c. Hak Presiden untuk Menetapkan Peraturan Pemerintah  

 Hak-hak Presiden yang bersifat regulatif atau mengatur adalah hak 

untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-

undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945: 

Presiden menetapakan peraturan pemerintah untuk menjalankan 

undang-undang sebagaimana mestinya.”Hak Presiden untuk membuat 

Peraturan  Presiden. 

 Hak Presiden yang bersifat mengatur secara normative tercantum 

dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 10 Tahun 2004 yang menegaskan 

bahwa: “Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan 

yang dibuat oleh Presiden.” 

B. Peran Presiden/Khalifah Dalam Pembentukan Undang-Undang 

Menurut Fiqih Siyasah 

Dalam Sejarah pemerintahan Islam menjelaskan bahwa kekuasaan 

tertinggi ditangan khalifah. Sebutan Khalifah mempunyai kaitan dalam 

ketatanegaraan Islam. Khalifah merupakan penguasa tertinggi mengatur 

segala urusan pemerintahan meliputi seluruh kewenangan dalam 

pemerintahan. Khalifah sebagai kedaulatan tertinggi suatu negara 

mempunyai kewajiban yang di pertanggung jawabkan terhadap 

masyarakat serta Allah SWT. Sehingga khalifah mempunyai peranan 

sangat penting dalam pemerintah Islam. 

Menurut al-Maududi dikenal dengan tiga gelar kepala negara (the 

head of thestate) ialah Imam, Amir dan Khalifah. Dengan urutan yang 
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berbeda Muhammad Dhiyah al-Din al-Rais juga menyebutkan tiga gelar 

kebesaran (al-alqab al-tsalah al-qubra) bagi kepala negara Islam ialah 

Imam, Khalifah, dan amir al-Mu‟minin. Sedangkan al-Din al-Nabhani 

mengemukakan enam gelar bagi kepala negara Islam ialah Khalifah, 

Imam, amir al-Mu‟minin, hakim al-Mu‟minim, rais al-Muslimin, dan 

sulthan al-Muslimin.
73

 

Seseorang yang melaksanakan fungsi ke khalifaan. Keimanan dan 

keamiran dalam sejarah Islam disebut khalifah. Yang bentuk pluralnya 

khulafa dan khalaf yang berasal dari kata khalafa merupakan pengganti 

yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa 

persoalan.
74

 

Awal pemerintahan Islam, Khalifah sebagai pimpinan tertinggi 

pemerintahan dalam sistem negara Islam. Khalifah mempunyai kekuasaan 

serta otoritas mencakup urusan agama serta pengaturan dunia dengan 

berlandaskan pada syar‟iat dan ajaran-ajaran Islam. 

Kekuasaan dan kewenangan khalifah atau pemimpin dalam islam 

yang taat pada aturan hukum Tuhan harus sesuai dengan koridor-koridor 

ketetapan Allah SWT. Kekuasaan dan kewenangan tersebut meliputi.
75

 

a. Khalifah tunduk kepada aturan perundang-undangan Islam, dituntut 

untuk melaksanakan hukum-hukumnya, mengeluarkan aturan hukum 

                                                             
    

73
 Muhajar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Op Cit., hlm. 49. 

    74 J. Suyuthi Pulungan, Op Cit., hlm. 266. 
75 Wahbahal Zuhaili, OP Cit., hlm. 327. 
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atau undang-undang atau qanun pengaturan sesuai dengan prinsip-

prinsip kaidah-kaidahnya. 

b. Khalifah tidak memiliki kewenangan legislasi ( at-tasyri‟i),  karena hak 

dalam pembuatan aturan hukum atau qanun hanyalah milik Allah SWT 

dan Rasul-Nya. Khalifah bersama ahlu al-halli wal„aqdi hanya sebatas 

melakukan ijtihad untuk membentuk aturan hukum atau qanun atau 

undang-undang yang tidak diatur dalam koridor al-Qur‟an dan al-Hadis. 

c. Khalifah beserta semua staf dan pembantu-pembantunya harus 

mempunyai komitmen kepada kaidah-kaidah sistem pemerintahan 

Islam yang telah digariskan serta di defenisikan oleh Al-Qur‟an dan al-

Hadis. 

Dengan demikian khalifah mempunyai kewenangan dan kekuasaan 

untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum tidak diatur secara jelas dalam 

Al-Qur‟an dan al-Hadis, namun hak untuk membuat suatu peraturan 

perundang-undangan hanyalah milik Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga 

khalifah mengeluarkan suatu aturan hukum  atau qanun atau undang-

undang yang tidak diatur secara jelas oleh al-Qur‟an dan al-Hadis. Karena 

aturan hukum Allah SWT tidak membedakan antara pemelik kekuasaan 

dan individu-individu warga negara. 

Peran Ijtihad Seorang Khalifah yaitu: 

1. Pendapat Mu‟az bin Jabal tentang metode istinbat 

Salah satu peristiwa monumental yang dialami Mu‟z ibn Jabal dalam 

kehidupan beragama adalah peristiwa penunjukkannya sebagai hakim 

yang diutus Rasulullah s.a.w. ke kawasan Yaman. Penunjukkannya ini 

tentu saja bukan tanpa alasan dan dasar yang kuat. Sehingga Mu'z menjadi 
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kepercayaan Rasulullah saw untuk menyelesaikan peristiwa keagamaan 

yang terjadi di daerah yang jauh dari Madinah sebagai pusat kekuasaan 

Islam. Tentu sesuatu yang absurd kalau Rasulullah saw mengirim 

seseorang yang tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang 

memadai dalam urusan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan 

hukum Islam. 

2. Pendapat Mua‟z  tentang Pelaksanaan Hukuman bagi Wanita Hami 

Mu'z berpendapat bahwa hukuman bagi seorang wanita yang sedang hamil 

harus ditangguhkan sampai anaknya itu lahir. Pandangan ini berawal dari 

kedatangan seorang laki-laki kepada Khalifah „Umar ibn Khattab yang 

mengatakan bahwa dia tidak pernah bertemu dengan istrinya selama dua 

tahun, setelah dia kembali bertemu dengan istrinya tersebut ternyata 

istrinya sedang hamil. Setelah itu Khalifah „Umar bermusayawarah dengan 

beberapa orang ulama dan menetapkan bahwa wanita tersebut harus segera 

dihukum rajam. Atas keputusan tersebut Mu'z ibn Jabal merasa 

berkeberatan dan mengatakan: “Hukuman itu baru memberikan solusi 

terhadap perempuan yang telah berzina dan sedang hamil tersebut, tetapi 

tidak memberikan solusi terhadap cabang bayi yang dikandungnya”. 

Untuk itu Mu'z berpendapat hukuman harus ditangguhkan terlebih dahulu 

sampai perempuan tersebut melahirkan. Akhirnya khalifah menangguhkan 

pelaksanaan hukuman rajam sampai wanita itu melahirkan. 

3. Membayar zakat mal dengan harga barang  

Mu‟az berpendapat bahwa boleh membayarkan zakat harta (PDO) dengan 

senilai harga barang tersebut. Pendapat ini berawal dari statemen Mu‟az 

kepada masyarakat Yaman: “Bawalah kepadaku bahan pakaian (sutera) 

sebagai ganti padi dan beras, bukankah itu lebih mudah bagi kamu 

sekalian. 

 

C. Legislatif di Indonesia Menurut Fiqih Siyasah 

Fiqh Siyasah dalam menganalisis pembentukan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, pembentukannya tidak lepas dari peran 

peran Pemerintah dalam hal Presiden selaku Kepala Pemerintahan, DPR 

ataupun DPD sebagai wakil rakyat di daerah, Peran DPR dan DPR (selaku 

wakil rakyat di daerah ) sama halnya Peran Ahlu al-halli wal Aqdi dia 

berhak membentuk aturan hukum, tapi sebelum amandemen UUD 1945, 
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dalam hal pemebentukan undang-undang harus mendapatkan persetujuan 

dari Presiden atau DPR, jika tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu 

tersebut maka rancangan undang-undang tersebut tidak dapat diajukan lagi 

apabila mendapatkan persetujuan maka Presiden akan mengesahkan dan 

menetapkan RUU tersebut menjadi undang-undang. 

Dari penjelasan di atas, fiqih siyasah menganalisis bahwa, dalam 

legislasi/membentuk hukum tidak menjelaskan secara detail bagaimana 

mekanisme pembentukan hukum tersebut, hanya dijelaskan bahwa dalam 

memebentuk hukum dilakukan hanya dengan musyawarah oleh Anggota 

Ahlu al-halli wal Aqdi, dalam hal musyawarah masyarakat tidak dilibatkan 

untuk diminta pendapatnya dalam pembentukan qonun, khalifah juga 

berhak menyodorkan qonun/hukum yang hendak diadopsi oleh Ahlu al-

halli wal Aqdi dalam musyawarah pembuatan qonun/hukum tapi sifatnya 

tidak mengikat, Ahlu al-halli wal Aqdi berhak membentuk dan 

menetapkan qonun/hukum yang mengikat kepada seluruh umat di dalam 

hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur‟an dan Hadits. 

Sedangkan mengenai pembentukan qonun/hukum menurut fiqh 

siyasah, jika dianalisis dalam pemebntukan peraturan perundang-undangan 

di Indonesia maka, nialai-nilai Islam dalam pemebntukan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia sudah terwujud, yang dimulai dari 

perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan 

pengundangan sampai penyebarluasan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penulis sebelumnya, maka dapat disimpulkan : 

Peran Presiden dalam hak pembentukan Undang-undang  terdiri 

dari tiga yaitu:1. Hak Presiden Mengajukan Rancangan Undang-Undang 

(RUU), 2. Hak Presiden Untuk menetapkan peraturan pemerintahan 

pengganti Undang-Undang (Perpu), 3. Hak Presiden untuk Menetapkan 

Peraturan Pemerintah.
76

  

Sedangkan jika ditinjau dari fiqih siyasah  Peran presiden   yaitu: 1.  

Presiden tunduk kepada aturan perundang-undangan Islam, dituntut untuk 

melaksanakan hukum-hukumnya, mengeluarkan aturan hukum atau 

undang-undang atau qanun pengaturan sesuai dengan prinsip-prinsip 

kaidah-kaidahnya, 2. Presiden tidak memiliki kewenangan legislasi ( at-

tasyri‟i),  karena hak dalam pembuatan aturan hukum atau qanun hanyalah 

milik Allah SWT dan Rasul-Nya. Khalifah bersama ahlu al-halli wal„aqdi 

hanya sebatas melakukan ijtihad untuk membentuk aturan hukum atau 

qanun atau undang-undang yang tidak diatur dalam koridor al-Qur‟an dan 

al-Hadis, 3.Presidbeserta semua staf dan pembantu-pembantunya harus 

mempunyai komitmen kepada kaidah-kaidah sistem pemerintahan Islam 

yang telah digariskan serta di defenisikan oleh al-Qur‟an dan al-Hadis.
77

 

                                                             
      

 
77 Wahbahal Zuhaili, al- Fiqhu al- Islami Wa AdillatuhuS,terjemah,Abdul Hayyie al 

Kattani,et all, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 8, hlm. 327. 
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 Fiqih Siyasah dalam menganalisis peraturan perundang-undangan 

di Indonesia, pembentukanya tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam 

hal ini Presiden selaku Kepala Pemerintahan, DPR ataupaun DPD sebagai 

wakil rakyat di daerah. Peran Presiden dan khalifah sama halnya engan 

dengan Peran DPR dan DPD (selalu wakil rakyat di daerah) sama halnya 

Peran Ahlu-al-halli wal Aqdi dia berhak membentuk aturan hukum, tapi 

sebelum amandemen UUD 1945, dalm hal pembentukan undang-undang 

harus mendapatkan persetujuan dari Presiden atau DPR, jika tidak 

mendapatkan persetujuaan dari salah satu tersebut maka rancangan undng-

undang tersebut stidak dapat diajukan lagi apabila mendapatkan 

sspersetujuan maka Presiden akan mengesahkan dan menetapkan RUU 

tersebut menjadi undang-undang. 

B. Saran 

  Berdasarkan hasil  pembahasan terhadap rumusan masalah yang 

telah dilakukan sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran  

sebagai berikut: 

1. Kepada eksekutif dalam menjalankan perannya dalam pembentukan 

undang-undang agar selalu menghasilkan undang-undang yang efektif, 

dan undang-undang yang akan dibentuk benar-benar demokratis dengan 

berpihak kepada kepentingan rakyat banyak serta berpegang pada 

pancasila sebagai filsafah bangsa Indonesia dan undang-undang Dasar 

ssebagai dasar hukum. 
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2. Kepada eksekutif maupun legislatif agar selalu menghasilkan undang-

undang yang baik, melindungi rakyat jangka panjang agar tidak banyak 

undang-undang yang juducical Review di Mahkamah Konstitusi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DAFTAR  PUSTAKA 

Abu Tamrin dan Nur Habibi Ihya, Hukum Tata Negara, Ciputat: Lembaga Penelitian UIN    

Jakarta, 2010. 

Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 

1945 Dengan Delapan Negara Maju, Jakarta: Prenada Media, 2009. 

Ahmad Yani, Pembentukan Undang-Undang dan Perda, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011. 

Akbar Kaelola, Kamus Politik: kontraporer, Yogyakarta: Cakrawala, 2009. 

Jimly Asshiddqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok: Raja Grafindo Perkasa Cet. Ke 

5. 

Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Bandung: P.T. 

Alumni, 2010. 

Jazim Hamidi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Bandung: PT Alumni, 2010. 

Mariah Farida Indri Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Jilid 1, Jakarta : Kanisius, 1998. 

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada fiqih siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, 

Jakarta: Erlangga, 2008. 

J. Suyuthi Pulungan, fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: Raja Grafindo, 1994. 

Jimly Asshiddqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok: Raja Grafindo Perkasa, 2002. 

Wahbahal Zuhaili, al- Fiqhu al- Islami Wa Adillatuhu,terjemah,Abdul Hayyie al Kattani,et all, 

Fiqih Islam Wa Adillatuhu 

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi hukum tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-

Undang Dasar tahun 1945 , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. 

Sumali, “Reduksi kekuasaan eksekutif dibidang peraturan pengganti undang-undang (Perppu)” Malang: 

Jimly Asshiddqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok: Raja Grafindo Perkasa Cet. Ke 

5 UMM Press, 2002. 

Moh. Alifuddin, Berdemokrasi, Panduan Praktis Perilaku Demokrasi, Magna Publishing. 

Jakarta, 2012. 

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang, Konsitusi Press, Jakarta, 2006. 



 
 

 
 

Putra Medea, Kekuasaan Pressiden RI dalam Bidang Legislatif setelah amandemen Undang-

Undang Dasar tahun 1945, Jurnar Lex Administrstum, Vol.1, No. 2, Apr-Juni , 2013. 

Sulardi, Presiden dan Pengesahan Ungang-undang, Tempo .co, Selasa 13 Maret 2018, 08:24 

WIB. 

Jimly Asshiddiqe, Perihal Undang-Undang Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 297. 

Putusan Mahakamah Konstitusi No. 92/2012 

Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, 

Rancangan Peraturan Pengganti Undang-Undang, Ranvangan Peraturan Pemerintah dan 

Rancangan Peraturan Presiden Pasal 25. 
1
 5 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi 

Doktrin Politik Islam, Cet-2, 17 

Abu Ishak As-Syatibi, Almuwafaqat FI Usual Al- Syari‟ah, Juz Ke 2 Beirut: Darul Fikr. 

Masdar Farid Mas‟ Udi. Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Prespektif Islam, Jakarta: Pustaka 

Alpabet, 2010. 

Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang atau 

Perppu. 

Oksep Adhayanto, Khalifah Dalam Pemerintahan Islam ; Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu 

Pemerintahan. 

Abdul Manan, Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat, Jakarta: Prenadamedia Group, 

2016. 

Abdul Qadir Djailani, Sekitar Pemikiran Politik Islam, Universitas Michigan: Media Da‟wah, 

2009. 

Darwis Hude, Cakrawala Ilmu Dalam Al-Qur‟an, Universitas Michigan, Pustaka Pirdaus, 2002. 

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Aajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 

1990. 

 

 



 
 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Data Pribadi 

Nama    : Masjera Pohan 

NIM    : 15 103 00030 

Tempat/TanggalLahir  : Mampang, 13 November 1996 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Alamat   : Mampang, Kec. Kota Pinang, Kab. 

     Labuhan Batu Selatan 

 

Nama Orang Tua   

Ayah    : Pirman Pohan 

Ibu     : Mina Harahap 

Alamat                                    : Mampang, Kec. Kota Pinang, Kab. 

     Labuhan Batu Selatan 

 

 

B. Riwayat Pendidikan 

- SD Negeri 115492 Mampang 

- MTS Negeri 1 Sei Kanan Sabungan 

- SMA Negeri 2 Kota Pinang 

- Tahun 2015 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan 

 

 

Padangsidimpuan, September 2020 

Penulis, 

 

 

Masjera Pohan 

NIM 15 103 00030 



 
 

 
 

 


